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Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri-baik dalam perkawinan
maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban nafkah isteri yang timbul pasca
perceraian merupakan bentuk hak-hak yang wajib dipenuhi suami, seperti halnya
nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak dan lain-lain yang sesuai dengan hukum Islam.
Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana pendapat
nafkah terhadap istri setelah penceraian di dalam kitab figih Al-Mughni karya Ibnu
Qudamah dan Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm. Kedua, bagaimana pelaksanaan
nafkah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau
Pinang dan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif komperatif dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan
studi lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan maksud untuk
menganalisis dan membandingkan antara data kepustakaan dan temuan di lapangan.
Hasil penelitian menggambarkan perbedaan pendapat mengenainatkah terhadapistri
pascaperceraian dalam duakita figih. Selainitu, juga mencakup analisis pelaksanaan
nafkah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau
Pinang, dan Kecamatan Meureudu Pidic Jaya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-
Mughni beserta mayoritas empat mazhab sepakat bahwa istri nusyuz tidak berhak
atas nafkah. Syarat istri berhak atas nafkah ketika istri telah menyerahkan dirinya
secara total pada suami dan atas dasar itu istri dapat menuntut hak nafkah pada suami
ketika terjadinya perceraian. Menurut Ibnu Hazm, kewajiban suami memberi natkah
terhitung sejak terjadinyaakad nikah. Ibnu Hazmtidak melihat nusyuz sebagai bentuk
pelanggaran yang menggugurkan hak nafkah atas dirinya. Sehingga pasca perceraian
istri dapatmenuntut hak nafkah, maka suami akanberdosa jika tidak memberi natkah
pada istri sekalipun istri nusyuz. Ternyata fakta di lapangan tidak sejalan dengan
pendapat Ibnu Hazm. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Seberang Perai Tengah,
Pulau Pinang dan Mahkamah Syar’iyah Kecamatan Meureudu Pidie Jaya dalam
mempertimbangkan putusan terhadap nafkah tetap melihat pada aspek indikator
nusyuz yang menjadi sebab gugurnya natkah suami terhadap istrinya.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| ARf | tidak tidak A ta’ t te
dilamb | dilambang (dengan
angkan | kan titik di
bawah)
o Ba’ B Be 13 za z zet
(dengan
titik di
bawah)
- Ta’ T Te ¢ ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan ¢ Gain g Ge
titik di
atas)
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Jim J je b Fa’ Ef
Ha’ h ha 3 Qaf Ki
(dengan
titik di
bawah)

Kha’ Kh | kadanha i Kaf Ka
Dal D De J Lam El
Zal Z zet . Mim Em

(dengan

titik di

atas)
R’ R Er P Nin En
Zai Z Zet f Wau We
Sin S Es o Ha Ha
Syin Sy es danya . Hamz Apostrof

ah

Sad S es (dengan & Y&’ Ye

titik di

bawah)
Dad d de

(dengan

titik di

bawah)
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
o Kasrah I I
4 dammah U U

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambang

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

nya berupa gabungan

Tanda Nama huruf Gabungan Nama
huruf
6 fathah dan ya’ Al adani
5.” fathah dan wau Au adanu
Contoh:
uf -kataba




5 faala
S5 Zukira

L2k -yazhabu

Je —sulila
S kaifa
J}a -haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Nama Huruf dan Nama
dan Huruf Tanda
Yy fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
s kasrah dan ya’ 1 I dan garis di atas
3 dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
JG -qala
) -rama

Xi



A& -qila
j}—/;-: -yaqiilu

4. Ta’marbiitah

Transliterasi untuk t@” marbiitah ada dua:

1. Ta’marbiitah hidup
ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’marbitah mati
ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ° marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JLZL‘J\ iwj) -raud ah al-atfal

-raud atul atfal
3 Badl —al-Madinah al-Munawwarah

-AL-Madmatul-Munawwarah

o

b alhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Xii



-rabbana

Jy -nazzala
jjgi\ -al-birr
o -al-hajj
ey -nu‘_‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.

Contoh:

&5 -ar-rajulu
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’:/w,

Xvent -as-sayyidatu

o -asy-syamsu
{iﬁ“ -al-qalamu
2 -al-badi‘u
j:)@-\ -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif:

Contoh:

L b
0342 G-ta’ khuziina

¢34 -an-nau’
e 5

£ g -syai un

ol -inna

s LA

<ogal -umirtu

;}f f -akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
Xiv



dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh:

S s

B Loaglabz N

°
B A

cgj\%wwxulzi&j
Sis el g i

9. Huruf Kapital

-Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

-Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan

-Ibrahim al-Khalil

-Ibrahimul-Khalil

-Bismillahi majraha wa mursah

-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man

istata ‘a ilahi sabila

-Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistatd ‘a

ilathi sabila

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

XV



oY) 42
Al a2h o 3o
B aG sl

A Bl Slaszi

cil G ey

co bt w L b A

-Wa ma Muhammadun illa rasul
- Inna awwala baitin wud i‘a linnasi
-Lillazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-

Qur’anu
Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu

-Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin

Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
-Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

L5 s A

HESSN

-Nasrun minallahi wa fathun qarib

-Lillahi al’amru jami‘an

Lillahil-amru jami‘an

-Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara
seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai
ibadah. Setiap pasangan yang telah menikah menginginkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kenyataannya, justru banyak
pasangan yang tidak dapat melaksanakan tujuan dari perkawinan tersebut. Hal
ini mengarah pada konflik antara suami dan isteri yang berhujung pada
penceraian. Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri
berimplikasi timbulnya hak-hak yang diterima suami maupun isteri. Di dalam
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Enakmen 5
Tahun 2004, Seksyen 66 menyebutkan bahwa seorang istri yang telah bercerai
dari suaminya maka istri wajib memperoleh nafkah dari mantan suami sesuai
putusan pengadilan. Istri tidak mendapatkan hak nafkah dari suami sekiranya
istri terbukti terbuat nusyuz.

Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi
mantan isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang
bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak
tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. 2 Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena cerai

talak maka mantan suami wajib:

1Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Enakmen 5 Tahun
2004, Seksyen 66.

2Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan.
1



1. Memberikan mut ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gqobla al dukhul;

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama
dalam iddah, kecuali mantan isteri telahdi jatuhi talak ba’in atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, danseparuh apabila
gobla al dukhul;

4. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan
diberlakukan kepada keduanya.® Sebuah perkawinan dalam membina rumah
tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi
danwajib dijalankan.* Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila
sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan
terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagian
hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu
sakinah, mawaddah, dan warahmah.®

Adapun di kalangan ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi,
masih mengikuti pendapat ulama klasik, yaitu namun terjadi perluasan tentang
penjabaran nilai nafkah karena adanya perubahan zaman dan kebutuhan
hidup. Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan “Sangat disesalkan bahwa masih

banyak ditemukan sikap mantan suami yang tidak baik dalam cara

3Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77
ayat 1-5.

4Ali Yusuf As Subki, Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta:
Amzah, 2012), hIm. 143.

5Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hIm.153.



memberikan nafkah kepada istrinya”.® Terdapat dua sikap yang bertentangan.
Pertama, para suami memberikan nafkah secara berlebihan dan tidak berkira
soal hartanya. Kedua, para suami mempelitkan nafkah istrinya dan tidak
memberinya belanja yang mencukupi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya yang logis.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam
perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya
limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang
bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa
kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi
nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.’

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya
pengobatan bagi istri untuk menampung kehidupan sehariannya. Suami
selanjutnya berkewajiban untuk membayar nafkah mut’'ah (nafkah yang
diberikan untuk membuat hati -istri senang) dengan kemampuan yang
dimilikinya kepada mantan istri yang sudah dia ceraikan, mut'ah ini dapat
berupa pakaian, barang, uang sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Mut'ah
sendiri merupakan hal yang di syari’atkan oleh Allah SWT di dalam QS. Al-
Bagarah ayat 233:

sJ5a 5 st i Sl al ad weilelS iz A iy LIl

M) BB SIS Y oy 2is; 138, 4

Maksudnya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

6 Yusuf Qardhawi, Hadyu al-Islam Fatawd Mu’asirah, Juz 2, (Beirut: Dar al-
Ma“rifah, 1988), hlm. 166-167.

"Alfajri Lubis, Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam,
Jurnal Article, Jurnal Hukum Islam, 1 Januari 2022.



dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. (QS Al-Bagarah: 233).2

Ayat di atas menjelaskan dan menceritakan tentang nafkah ayah
terhadap istri yang sedang menyusui anaknya setelah penceraian yang telah
dilafazkan oleh ayah terhadap istri. Dan diwajibkan bagi para ayah untuk
memberi nafkah kepada para ibu yang telah dicerainya dengan nafkah berupa
makanan dan pakaian tanpa berlebihan atau kekurangan, sebab Allah tidak
menghendaki untuk menyusahkan manusia dan membebani kewajiban di luar
kemampuannya. Ayah tidak boleh memberi mudharat kepada istri akibat
mengurus anaknya. Wajib bagi orang yang diamanahkan seorang ayah untuk
mengurus anaknya untuk memberi nafkah bagi si ibu dansi anak sebagaimana
hal ini wajib bagi si ayah.

Kewajiban ayah yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila mantan
istrinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya
suatu tuntutan dari mantan istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk
mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, iddah dan mut’'ah. Jika cerai
gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus
mengajukan nafkah untuk istri (diri- sendiri/penggugat) dan nafkah anak,
namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebankan kepada
mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan
anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada
ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang
dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan
istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih

dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku.®

8Shaleh dan Dahlan, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Aya-Ayat Al-
Qur’an,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 74.

9Susilo Wardani, “Akibat Penceraian Hak Mantan Istri”. Journal Article, Vol. 11,
No 2, May 2011, hlm 10.



Realita di suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih
melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya.
Sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Dun Seberang Perai Tengah
dengan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. Peristiwa ini terjadi pada tahun
2019. Ketika sang istri telah resmi dinikahi sah secara agama dan hukum,
maka istri menjadi tanggungjawab suami, baik secara nafkah, pemakanan,
kediaman dan sebagainya. Tetapi dalam realitanya suami tersebut justru
melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi
keluarganya hukumnya wajib. Maka penulis tertarik untuk membahasnya
lebih lanjut dan mendalam. Maka dengan ini penulis mengambil judul yang
ingin diteliti yaitu: Nafkah Istri Pasca Penceraian Dalam Kitab Al-Mughni
Dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar iyah Di Dun
Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya
Tahun 2019-2021).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di bahas diatas
maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat nafkah terhadap istri setelah penceraian didalam
kitab figih Al-Mughni karya lbnu Qudamah dan kitab Al-Muhalla
karya lbnu Hazm.

2. Bagaimana pelaksanaan nafkah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah
Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Meureudu
Pidie Jaya.




C. Tujuan Penelitian
Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan
yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun
bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:
1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang nafkah istri pasca
penceraian di dalam kitab Al-Mughni dan Al-Mubhalla.
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Syar’iyah tentang hak nafkah
istri pasca penceraian yang dilalaikan suami di Dun Seberang Perai
Tengah dengan Kecematan Meuredu Pidie Jaya pasca penceraian.

D. Penjelasan Istilah
Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah
yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam
memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:
1. Nafkah
Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang
suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa
makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga
pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-Qur’an, sunnah, ijma’,

dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.1®

2. Pasca Penceraian
Pasca berarti sesudah, setelah atau sudah sedangkan perceraian

adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa

10yayah Abdullah al-Khatib, Ahkam al-Marah Al-Hamil AsySyariah al-Islamiayyah,
Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.
164.



mendatang oleh pihak suami jadi pengertian dari pasca perceraian adalah

keadaan setelah memutuskan tali perkawinan atau pernikahan yang sah.!!

3. Kitab-Kitab Figih

a. Kitab Al-Mughni

Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Rahimahullah
merupakan salah satu diantara deretan karya besar kitab Ahlus Sunnah
Wal-Jama'ah dalam bidang pembahasan figih Islam. Penulis
membawa metode pembahasan figih perbandingan (mugorran) yang
pada masanya belum banyak ulama yang menyusun kitab dengan
metodologi semacam ini dan mengemukakan pembahasan-
pembahasan figih antar mazhab, dalil-dalilnya, dan kemudian
menjelaskan kesimpulan yang paling tepat berdasarkan ijtihad beliau,
tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang ada, juga
menerangkan maksud-maksud yang ada dalam kitab ini, kemudian
menganalisa semua point utama yang berkaitan dengan suatu masalah

yang disebutkan didalamnya.'?

b. Kitab Al-Muhalla

Kitab Al-Muhalla atau judul sebenarnya Al-Muhalla Fi Syarh Al-
Muhalla Bi Al-Hujaj Wa Al-Atsar merupakan karya imam IbnuHazm
Al-Andalusi Rahimahullah yang juga dikenali sebagai imam dalam
mazhab Zhahiri. Al-Muhalla merupakan sebuah karya besar dalam
bidang figh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali

masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpunkan dan menghuraikan

11 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UUI Press, Yogyakarta, 1999,
hlm. 71-72.
12M. Syarafuddin Khathab, AI-Mughni, hlm. 620.



pelbagai permasalahan dalam bidang figh melalui kitabnya yang
cukup unik ini. lbnu Hazm memulakan perbahasannya dengan
perbahasan tauhid kemudian barulah dimulakan dengan memasuki

perbahasan figh sebanyak 11 jilid kesemuanya.3

4. Perbandingan

Kata perbandingan mazhab dalam istilah arab adalah ( %,l-
4141)) berasal darikata ( 0,6-3, —4,lis ) yang artinya menurut bahasa
adalah menghimpun dan mempertentangkan (membandingkan) ( kLl

C«A—*). Sedangkan menurut istilah mugaronah mazahib berarti:

Ay Uy Lgb Calel) 8 aly) Vale ) 3 Lt S e o gl 25 Y1 o)l aa
JUs 8T Il 6l Wzaslo day ] 2amg Loam 4 5Y1 o3

Artinya : Mengumpulkan pendapat para Imam mujtahid dengan dalil-
dalilnya tentang suatu masalah yang di perselisihkan padanya,
kemudian mempertentangkan (membandingkan) dalil-dalil antara satu
sama lainnya, supaya jelas setelah diadakan munagosyah
(perbandingan dalil) mana pendapat yang paling kuat dalilnya.4

Jelasnya perbandingan Mazhab 2\ &s,  adalah ilmu

pengetahuan yang membahas pendapat—pendapat fugaha (Mujtahidin)
beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, yang di perselisinkan

13Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, AI-Muhalla, Pustaka Azam, hlm 30.

14Abdus Sami’ Ahmad Imam, Kitab Mujaz Fil- Figh Al-Islamy Al-Mugqarin, (Kairo:
Dar Atthibaah al-Muhammadiyah), him. 11.



dengan membandingkan (memunagasyahkan) dalil masing-masing Imam

mujtahid untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalilnya.

5. Mahkamah Syar’iyah
a. Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.

Mahkamah Rendah Syar’iyah di Malaysia dibentuk
berdasarkan Undan-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri
dan bertanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan
orang-orang Islam. Pembentukannya adalah di bawah Enakmen-
Enakmen Negeri. Mahkamah Rendah Syar’iyah yang penulis bahas di
sini dalah Mahkamah Rendah Syar’iyah di Negeri Pulau Pinang,
Jabatan Kehakiman Syar’iyah Negeri Pulau Pinang (JKSNPP)
ditubuhkan berdasarkan Seksyen 42 (1) (2) dan (3) Enakmen
Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993.1°

b. Meureudu, Pidie Jaya

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Aceh berupaya
memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dengan
meningkatkan Kkredibilitas dan transparansi Badan Peradilan menuju
terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan
berpedoman anatara lain pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari

2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta Surat dari

15 Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen
Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau
Pinang, 2004).



10

Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
0017/Dj.A/ISK/\V11/2011 tanggal 7 Juli 2001 perihal Pedoman
Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Salain itu
Mahkamah Syar'iyah Aceh selalu berusahan untuk memenuhi
Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan
dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan
Mahkamah Agung.16

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus
utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang
terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi saya
yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Sirojuddin, Mahsiswa Jurusan
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syar’iyah, Institut
Agama Islam Negeri (lain) Surakarta, Tahun 2020, yang berjudul
“Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak™.
Dalam Skripsi ini membahas mengenai alasan hakim atas nafkah istri
pasca percerian seperti-nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, dan
hadhonah itu pembayarannya didahulukan dari pada ikrar talaknya
dalam setiap putusan cerai talak tahun 2019 di Pengadilan Agama
Ngawi. Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI, mengenai mut’ah,
Nafkah Iddah, pelunasan mahar bagi gobla al dukhul, dan biaya
hadhonah bagi anak, baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan
suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan

tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak

16 Diases https://www.pn-meureudu.go.id/pengantar ketua pengadilan negen
meureudu Pada Tanggal 15 Maret 2023.
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di depan persidangan Pengadilan Agama. Namun dalam prateknya di
Pengadilan Agama Ngawi Suami yang menceraikan istrinya harus
membayar nafkah mut’'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan
hadhonah terlebih dahulu sebelum atau sesaat mengucapkan ikrar
talaknya  seperti yang tertera dalam  putusan  nomor
1779/Pdt.G/2019/PA. Ngawi. Penelitian ini juga membahas mengenai
status Perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak yang di
sebabkan suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan di hadapan persidangan.t’

2. Skripsi yang ditulis oleh Zian Mufti, Mahasiswa Jurusan Program
Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syar’iyah Dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1437 H / 2016 M,
yang berjudul “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan
Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan
Perkara  No.  1394/Pdt.G/2012/Pa.Js ~dan  Perkara  No.
396/Pdt.G/2012/Pa.Jb)’. Dalam Skripsi ini bertujuan untuk
mengetahui hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fikih dan
Kompilasi Hukum Islam, mengetahui dasar dan pertimbangan Majelis
Hakim dari dua putusan yaitu perkara no. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan
perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB serta juga ingin mengetahui
penyebab perbedaan dari dua putusan tersebut. Dengan menganalisis
dua putusan antara perkara no. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara
no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB. Majelis Hakim perkara
n0.1394/Pdt.G/2012/PA.JS mengabulkan permohonan istri terkait
nafkah iddah dengan pertimbangan adanya kesanggupan mantan

suami untuk membayar dan memberikan kepada mantan istri berupa

17Wildan Sirojuddin, (Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai
Talak), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Tahun 2020.
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mut’'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah. Sedangkan Majelis Hakim
perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB telah tidak mengabulkan
permohonan istri terkait nafkah iddah dikarenakan dalam ketentuan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), yang pada pokoknya
mengatakan bahwa istri yang dijatuhi talak ba’in tidak mendapatkan
nafkah iddah.18

3. Skripsi yang ditulis oleh Sofian Syaiful Rizal, Mahasiswa Universitas
Nurul Jadid, yang berjudul “Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri
dalam Pandangan Hukum Islam”. Dalam Skripsi ini menceritakan
tentang Ketika terjadi percerain antara suami dan isteri maka
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang
suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang
mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus
diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya,
pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami
tersebut (sesuai dengan kemampuannya), pemberikan nafkah itu
sebagai penghibur selama masa iddah, dalam Hukum Islam pemberian
nafkah hanya selama masa iddah, hal ini berbeda dengan pendapat
Asghar, menurut dia pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah
diceraikan, tidak hanya selama masa iddah saja, akan tetapi sampai
menikah lagi atau mati. Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi
mantan isteri, penyusun berusaha mencari pokok permasalahan yang
sekiranya dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan
melihat bagaimana kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan
nafkah dari mantan suaminya menurut Asghar, dan bagaimanakah

Asghar memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang pemberian nafkah bagi

187jan Mufti, Hak (Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas
Kepastian Hukum), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016.
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mantan isteri, bagaimana relevansinya dengan konteks sekarang.
Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan teori
yang berlandaskan pada al-Qur’an, hadith, untuk melihat ayat-ayat
yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, kemudian
menggunakan maslahah dan kesetaraan gender, untuk melihat manfaat
dan demi kemaslahatan dari pemberian nafkah bagi mantan isteri

tersebut.1®

E. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja
yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis,
tipe serta sifat dari penelitian, pendekatan yang akan dipakai, metode
pengumpulan data, yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk subjek,
objek, informan penelitian danmetode analisis data.?° Metode penelitian yang
digunakan pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditengah-
tengah masyarakat maupun. kelompok tertentu, selain itu penelitian ini
juga didukung dengan penelitian pustaka (library research), yaitu
penelitian yang dilakukan diperpustakaan dengan membaca literatur yang

berkaitan dengan penelitian sebagai penunjang penelitian.

19Sofian Syaiful Rizal, (Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri dalam Pandangan
Hukum Islam), Institut Agama Islam Negeri (lain) Surakarta, Tahun 2018.

20Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi,
Cet 2, (Semarang: Unissula Press 2015), him. 28.
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2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan sejumlah informanyasi secara langsung dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penolong pendaftar
Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang
dan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya yang ada dilokasi
penelitian. Jadi wawancara bermakna penulis berhadapan langsung
antara penolong pendaftar kedua-dua Mahkamah Syar’iyah tersebut
yang dilakukan secara lisan.??

3. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan
dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang
dibutuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah:
a. Data primer

Data yang diperoleh yaitu data pokok seperti putusan hakim
yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah
Syar’iyah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah
Syar’iyah Pidie Jaya.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan
sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai
sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data

tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil

21Hamid Patilima, Metode Penelitian kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 87.
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penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku dan kitab Al-Mughni dan
Al-Muhalla.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualilatif dan
komparatif dengan pendekatakan kepustakaan, sehingga teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berupa
metode membaca, mengamati, mengkaji, membandingkan, menganalisi
hadith-hadith dan kitab-kitab figih yang ada di perpustakaan untuk

mendapat hasil suatu hukum yang sedang diteliti.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan
pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan di
dalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan
akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini
berkaitan dengan “Nafkah Istri Pasca Penceraian Dalam Kitab Al-Mughni
Dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar’iyah Di
Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu
Pidie Jaya)”, peneliti mengkaji perbandingan keduanya pada bahan data
yang dikumpulkan, sekaligus ~mencari bahan pendukung untuk

memecahkan suatu perbedaan makna yang terjadi.

6. Analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah
langkah-langkah yang harus dilalui, skop kajian dan cara-cara penentuan

pilihan serta ilmu-ilmu dapat bantu dalam menganalisa dalil,
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mendiskusikan jihad dilalah dan lain-lain. Maka dengan itu, penulis telah

membagikan langkah-langkah yang telah di ambil, ianya merupakan:

a.
b.

Menentukan masalah yang akan dikaji.

Mengumpulkan semua pendapat fugaha yang menyangkut dengan
masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab figih.
Memilah-milah pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang
diperselisihkan (ikhtilaf).

Mengumpulkan semua dalil dan jihad dilalahnya yang menjadi
landasan semua pendapat yang dikutip baik dalil itu berupa ayat
Al-Qur’an, As-Sunnah, ljma’, Qiyas, ataupun dalil-dalil luar
seperti mashalahah mursalah, ‘'uruf dan lain-lain.

Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif agar
dapat dibuang, dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta
sah untuk dianalisa lebih lanjut.

Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihad dilalahnya, untuk
mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada
tempatnya dan dilalahnya memang menunjukkan kepada hukum
dimaksud, ataukah ada kemungkinan atau alternatif yang lain.
Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung
oleh dalil terkuat berdasarkan penelitian-penelitian dan juga
penelitian orang-orang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali
menghina orang dengan menganggap remeh pendapat-pendapat
yang tidak dipilih.

Mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji
sebab-sebab terjadinya pendapat, yang pada prinsipnya tidak

keluar dari empat sebab utama yang akan diuraikan.



17

I. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang
perbedaan pendapat itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat
Allah.??

7. Pedoman penulisan
Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada al-Qur’an, hadith
dan terjemahnya serta Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun
atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan,
hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa
sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut
penjelasan masing-masing dari sub bab:

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang
disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,
kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Memuatkan tentang pemantauan secara kasar serta
memuatkan perbandingan antara kitab-kitab figih yaitu kitab Al-Mughni dan
kitab Al-Muhalla.

Bab Ketiga: Berisi tentang hasil wawancara Bersama Hakim-hakim
tentang putusan dan analisis Mahkamah Rendah Syar’iyah Dun Seberang
Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya

terkait dengan nafkah istri pasca penceraian.

22H. Muslim Ibrahim, Pengantar Figh Mugaran, hlm. 18-19
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Bab Keempat: Merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian,
meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari

rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.



BAB DUA
NAFKAH DALAM KITAB AL-MUGHNI DAN AL-
MUHALLA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab nafaga-yunfiqu-nafagatan
yang berarti ikhraj yaitu mengeluarkan atau membelanjakan, kata ini tidak
digunakan kecuali untuk yang baik saja. Nafkah juga diartikan sebagai
barang yang dibelanjakan, menafkahkan, rezeki, belanja buat makan
hidup.?3

Secara bahasa, an-nafagat adalah bentuk jamak dari kata nafagah,
kata kerja yang dibendakan (mashdar) al-infag, yaitu memberikan sesuatu
secara baik demi mengharap ridha Allah SWT. Nafkah dibagi menjadi
dua:

a. Memprioritaskan ~ nafkah untuk diri = sendiri. Sabda Nabi
Muhammad Saw, ‘“Mulailah memberi nafkah dari diri sendiri
kemudian orang-orang sekitar”.?4

b. Bernafkahlah kepada orang lain. Kewajiban memberi nafkah
kepada orang lain, kewajiban ini disebabkan oleh tiga hal:

1) Hubungan pernikahan.
2) Hubungan kekerabatan.
3) Hubungan kepemilikan (budak) dan kewajiban memberi

makan kepada hewan ternak.2®

Z31bnu mandur, Lisan al-Arab, jilid. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), him. 820.
24Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’l, (Jakarta: Darul Fikr Bairut, 2010), hlm. 41.
251pid., hlm.41.
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Nafkah berasal dari kata anfaga yang mengandung arti berkurang,
bila seseorang dikatakan memberikan nafagah membuat harta yang

dimilikinya menjadi sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan

orang lain. Menurut bahasa, nafkah berasal dari ii& (nafagah, nafaqat),

yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. Dalam Kamus

Al-Munawwir, 422! artinya biaya, belanja. Sedangkan menurut tatabahasa

2

Indonesia, kata “nafkah” memiliki arti” pengeluaran”. Nafkah dalam
kamus istilah fikih didefinisikan sebagai pengeluaran seseorang berupa
pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian ataupun
ketentraman atau kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan karena
perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan
kemampuan.®

Dalam disertasi Dr. Jamhuri, MA dapat dipahami bahwa dalam
definisi tersebut terdapat unsur adanya seseorang yang mengeluarkan
harta kekayaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan
orang lain. Orang yang mempunyai kewajiban untuk memenubhi
kebutuhan untuk dirinya dan orang lain, sebagaimana disebutkan pastinya
orang yang memiiki harta. Di samping itu dia mempunyai kemampuan
(kewewenangan atau ahliyah) untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang
menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan orang yang berhak terhadap harta
pastilah orang yang tidak memiliki harta dan mempuyai kemampuan
untuk mencari tetapi dia bukanlah orang yang dilekati hukum wajib untuk
memberi nafkah. Karena dalam hukum orang yang mempunyai posisi

sebagai orang yang berhak terhadap nafkah maka ia tidak mempunyai

26Kamus Al-Munawwir, Pendapat Finta Fajar Fadillah sama juga yang disebutkan
oleh Al-Munawwir.
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kewajiban, sedangkan seharusnya dalam masalah nafkah mereka yang
mempunyai hak dapat saja mempunyai kewajiban.?’

Para fugaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib
dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang yang berada dalam
tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan
papan. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki
dalam segala kondisi baik suami (laki-laki) itu kaya miskin tetap
berkewajiban memberi nafkah, baik istri itu tidak bekerja atau juga istri
yang bekerja. Artinya jika suami memberi izin kepada istrinya untuk
bekerja maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi
nafkah kepadanya. Sedangkan istri yang berkerja tanpa ridha suami, maka
suami dapat menolak memberikan nafkah. Namun jika istri berkerja
dengan ridha suami, maka suami tetap harus memberikan nafkah kepada
istri.®

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dananak-anak dalam hal
makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.
Bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam
bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’
ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama sama dewasa, maka merupakan
kewajiban sang suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman
bagi istri dan anak-anaknya selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di

tempat tinggal mereka.2® Jika suami bakhil terhadap sesuatu yang menjadi

27 Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan
Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022 .hlm. 48-
49.

28Qubaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Studi Hukum
Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, hIm. 163.

29 Abdur Rahman. Inilah Syari’ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law .
(Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990). hlm. 292.
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kawajibannya, maka ia berdosa. Bagi istri boleh mengambil harta suami
secukupnya atau berhutang atas nama suaminya, sehingga suaminyalah
yang harus membayarnya.® Sesuai dengan Hadith Hindun:
e —Ookaw gj S/E.A B ORI ET ST CR ST | R DT o) Lidle e
Y et 75 0GR 6T &)l gy bt s ails A1 Lo &1 Jseny
P ede G G e BIT LY g Ky s L e b
A5 U S el Jls g dd ey I S 5 5 g
i S5
Artinya: Dari Aisyah Radiyallahu 'anha, ia menuturkan, Hindun binti
‘Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah SAW- lalu berkata,
"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyanitu seorang yang kikir,
la tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan
kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa
sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah SAW
menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai

dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-
anakmu!™

Berdasakan uraian di atas bahwa nafkah terhadap istri itu wajib
yang harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekerja maupun tidak,
karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri bekerja maka
akan gugur nafkahnya. Namun jika istri ridha dan tidak memaksa
suaminya untuk menafkahinya setiap hari, maka suami tidak berdosa.
Namun, kewajiban suami tetap berlaku untuk memberikan nafkah kepada
istri, karena suami adalah kepala keluarga yang harus bertanggungjawab
dalam melindungi dan menafkahi keluarga, termasuk untuk istri yang

memiliki penghasilan sendiri.

30Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pernikahan Dalam Islam (Hukum-Hukumnya
dan Tanya Jawab). (Karanganyar: Al-Abror Media. 2019). hlm. 48.
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2. Dasar Hukum Nafkah
Dasar hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk
belanja, pakaian adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan oleh
karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi
kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. 3!
a. Dasar Hukum Nafkah Dalam Al-Qur’an
Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti
berdasarkan hukum-islam, hal ini sebagaimana desebutkan dalam
Surah At-Talaq [65]: 6.

;d\:).@.‘.l&bmui Yjvfbjwv&wy&}J
iy Al SR 5 o8 Al BB BaR cata B gl LS =
LS};\ 2 | cﬂw g};w 0}3 ;}3;15 riwii

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri
yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian mereka menyusukan
(anak-anakmu) maka Dberikan imbalannya kepada mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui  kesulitan, maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya. (QS, At-Talak [65]: 6).

Ayat di atas, menjelaskan bahwa kewajiban suami (ayah)
memberikan nafkah setelah perceraian untuk para istri seperti makan
dan pakaian kepada para ibu (istri) dan anaknya dengan cara yang
ma’ruf atau patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya”.

Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam surah
At-Talag [65]: 7.

31Husni Puaddi, Konsep Nafkah Keluarga Islam, (Jakarta: Guepedia,2020), hlm. 33.
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Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuan- nya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.” (QS, At-Talaq [65]: 7.

Avyat di atas, menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban
menafkahi istri yang di talak dan anaknya sesuai kemampuan. Jika
suami yang rezekinya sempit hendaklah dia memberikan nafkah sesuai
kemampuannya, Allah tidak membebani seseorang melaikan sesuai
dengan rezeki yang telah dia berikan. Berdasarkan QS, al-Bagarah (2):
233.
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Artinya : “Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan
kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara
yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula
seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan
anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan
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ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS,
Al-Bagarah [2]: 233).

Ayat ini berbentuk khabar, ulama memehami bentuk khabar
disini berbentuk amar, yaitu amar istihbab dan amar ijabah. Sehingga
dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anakanya dalam
masa perkawinan dan setelah cerai adalah wajib dan sebagian
mengatakan sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai
bentuk khabar maka hukumnya adalah ibahah, artinya ibu boleh
menyusui anaknya setelah terjadinya perceraian dan juga boleh tidak
menyusui.®2

Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua
tahun penuh maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada
istri secara patut kifayah (sesuai dengan kemampuan suami dan juga
disesuaikan dengan kebutuhan istri), jika ibu menyusui anaknya tidak
sampai waktu dua tahun maka batas wajib nafkah yang diberikan
kepada ibu dari anak sebatas itu saja. Bila keduanya bermusyawarah
untuk menyapih anaknya dibolehkan, demikian juga bila ayah ingin

orang lain yang menyusui anaknya, maka tidak berdosa.3?

b. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hadith
Dalam bab nafkah dalam hadith Al-Hakim bin Muawiyah Al-

Qusyairy menjelaskan bahwa:

32 Jamhuri, Kewajiban Nafkah Dalam Figh Analisis Tanggung Jawab Perempuan

Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. hlm.

52.

33 Jamhuri, Kewajiban Nafkah Dalam Fiqh Analisis Tanggung Jawab Perempuan

Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. hlm.45
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Artinya : Al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata,
“aku bertanya, wahai Rasullulah, apakah hak istri salah seorang di
antara kami? Beliau menjawab, engkau memberikan makan jika

engkau memberinya makan jika engkau makan dan memberinya
pakaian jika engkau berpakaian.”

Selanjutnya dalam hadith riwayat Ath-Thabrani yang

memaknai bahwa menafkahi keluarga termasuk shadagah:

e Oy B 5o sl Jo ol adsl b Jlug ade i Lo JG 5,

Sl 3 ) Gy aeilll 3
Artinya: Rasullulah Saw bersabda, nafkah yang diberikan seorang
kepada rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh,

seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukan
ke dalam mulut keluarganya. (HR Muttafaq Alaih).3°

Dari hadithdi atas diterangkan bahwa tentang kewajiban suami
terhadap istrinya serta tanggungan dosa yang diterima oleh suami
apabila melalaikan dalam memberi nafkah terhadap keluarganya. Dan
kewajiban suami menyampaikan pemberian berupa:

1) Memberikan nafkah baik berupa pakaian, pangan serta papan.
2) Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul paras istrinya.
3) Menyampaikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan

istrinya.

34Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, (Jakarta: Gema
Insani, 2013), him. 50.
3Jbid., him. 505.
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c. Dasar Hukum Nafkah Menurut Ijma’

Para fugaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib
atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri
melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri
yang kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan
merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi
dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli
seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli maka berhaklah
baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil hanya
bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak
berhak atas nafkah.3¢

Kewajiban suami dalam menyampaikan nafkah terhadap istri
telah disepakati oleh para ulama, bahwa perempuan itu terikat oleh
pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja,
untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. lbnu
Qudamah mengatakan para pakar ilmu setuju wacana kewajiban suami
membiayai istri-istrinya bila telah baligh, kecuali istri itu berbuat
durhaka. lbnu Munzir berkata istri yang durhaka boleh dipukul
menjadi pelajaran. - Wanita adalah orang yang tertahan ditangan
suaminya. Beliau sudah menahan buat berpergian dan bekerja, sebab

itu beliau berkewajiban untuk menyampaikan belanja kepadanya.®

d. Dasar Hukum Nafkah Menurut Undang-Undang Indonesia
Pada pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

disebutkan pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

36 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi
Damsyiq, 2002), hlm. 734.

37Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), hlm. 75.
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memberikan biaya penghidupan menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas istri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak
yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus,
hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34
diatur sebagai berikut:
1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
2) Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.38
Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam
Pasal 80 ayat 4 vyaitu, sesuai dengan penghasilannya suami
menanggung:
1) Nafkah, kiswah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri.
2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya penggobatan
bagi isteri dan anak.

3) Biaya pendidikan bagi anak.3°

e. Dasar Hukum Nafkah Menurut Enakmen 5 Tahun 2004 Undang-
Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang 2004. Bahagian Vi
— Nafkah Istri, Anak Dan Lain-Lain.

38Suma, Muhammad Amin, Haji, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan
Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia, (Jakarta: PT Raja Gafindo
Persada, 2004) him. 336.

39Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Arikola, 2003),
hlm. 20.
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Seksyen 61. Kuasa Mahkamah Untuk Memerintah Nafkah Bagi
Seseorang Tertentu.

Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang
bertanggungan tentang hal itu mengikut Hukum Syarak supaya
membayar nafkah kepada seorang lain jika dia tak upaya sepenuhnya
atau sebahagiannya, daripada mencari punca pendapatan oleh sebab
kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas
hati bahawa memandang kepada kemampuan orang yang pertama
tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian.

Seksyen 65. Lamanya Tempoh Perintah Nafkah.

Kecuali jika sesuatu perintan nafkah dinyatakan sebagai
selama sesuatu tempoh yang lebih singkat atau telah dibatalkan, dan
tertakluk kepada Seksyen 66, sesuatu perintah nafkah hendaklah tamat
apabila mati orang yang kena membayar nafkah itu atau apabila mati
orang yang berhak menerima nafkah itu menurut perintah yang telah

dibuat itu, mengikut mana yang lebih awal.

Seksyen 66. Hak Terhadap Nafkah Atau Pemberian Selepas
Perceraian.

1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima
nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu
perintah mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh
iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz.

2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian
daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perjanjian

hendaklah terhenti di atas perkahwinan semula isteri itu.
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Seksyen 67. Kuasa Mahkamah Untuk Mengubah Perintah
Nafkah.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke
semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan,
sesuatu perintah nafkah yang masih berkuatkuasa, sama ada bercagar
atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau
yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat
itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan
atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu

perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Seksyen 69. Nafkah Yang Kena Dibayar Di Bawah Perintah
Mahkamah Tidak Boleh Dipindahkan Hakmiliknya.

Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu
perintah Mahkamah tidak boleh diserah hak atau dipindah milik atau
kena ditahan, diasingkan atau berkenaan dengan apa-apa hutang atau

tuntutan.

Seksyen 70. Menuntut Tunggakan Nafkah.

1) Tunggakan nafkah yang tak bercagar, boleh dituntut sebagai
suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika
tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah
penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan
itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika
tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati,
tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena

dibayar daripada harta pusakanya.
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2) Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumpul kena

dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh
dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-
undang orang itu.

Seksyen 71. Nafkah Sementara.

1)

2)

Jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan
untuk membayar nafkah, Mahkamah boleh membuat suatu
perintah terhadap suami bagi membayar nafkah sementara
yang akan berkuatkuasa dengan serta-merta dan terus
berkuatkuasa sehingga perintah Mahkamah dibuat atas
permohonan untuk nafkah.

Suami boleh melaraskan nafkah sementara yang dibayar
dengan amaun yang diperintah supaya dibayar untuk nafkah di
bawah perintah Mahkamah, dengan syarat bahawa amaun yang
diterima oleh isteri, setelah ditolak apa-apa potongan, adalah

cukup untuk keperluan asasnya.

Seksyen 72. Hak Tempat Tinggal.

1)

2)

Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di
rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi
suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk
isteri.

Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam sub seksyen (1)
akan terhenti

a) Jika tempoh iddah telah tamat;

b) Jika tempoh penjagaan anak telah tamat;

c) Jika perempuan itu telah berkahwin semula; atau
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d) Jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan
yang memberahikan secara terbuka (fahisyah), dan sesudah
itu suami boleh memohon kepada Mahkmah supaya

dikembalikan rumah itu kepadanya.

B. Bentuk-Bentuk Nafkah

Dalam syariat islam telah menerangkan dangan cukup jelas dan
bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai Undang-Undang yang telah
ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidpan keluarga yang
harmonis, sejahtera, yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah.

Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis
penerapanya dalam keluarga:

1. Nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi: sandang,
pangan, papan dan biaya hidup lainya termasuk biaya pendidikan anak,
biaya listrik dan biaya rumah tangga.

2. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti

hubungan suami isteri (jima’), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.*°

Sedangkan menurut objeknya nafkah keluarga terbagi dalam ada 2

macam, diantaraanya yakni:

1. Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri
sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah
mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu

membantu meringankan beban orang lain.

404! Qur’an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I, (Kudus: Menara
Kudus,1427H/2006 M), him. 36.
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2. Nafkah untuk orang lain sesorang yang telah mampu menafkahi
dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus

menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkanya pemberian nafkah ada

beberapa faktor adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan perkawinan.

2. Adanya hubungan orang tua.

3. Adanya hubungan kerabat.*

Adapun Zakaria Ahmad Al-Barry menyebutkan syarat-syarat
diwajibkanya memberi nafkah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekeluargaan.

2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan
nafkah.

3. Anggota kaum kerabat yang berangkutan tidak sanggup memberikan
nafkah.

4. Orang yang diwajibkannya memberinafkah itu hendaknya orang kaya,
mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah
diwajibkannya kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada
ayah.

5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam
masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada anaknya, jadi
saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada

saudara yang non islam, karena mereka kedua berlainan agama.*2

41Tihami, Sohari, Sahrani, Kajian Figigh Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2010) hlm. 167.

42 Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra.
Chatijah Nasution, (Jakrta; Bulan Bintang,1999), hIm. 91.
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C. Nafkah Istri Pasca Perceraian

Telah diketahui bersama bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban
yang harus dipenuhi oleh suami yang diberikan kepada istri dan anak-
anaknya. Pemberian nafkah dari suami kepada istri juga merupakan salah satu
akibat yang timbul dari putusnya tali perkawinan akibat perceraian. Seorang
suami telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah, hal ini sesuai
dengan KHI Pasal 149 yaitu:*3

Bagaimana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberi yang layak kepadamantan istri, baik berupa uang atau benda,
kecuali mantan istri tersebut gabla al dukhul.

2. Memberi nafkah maskan dankiswah kepada mantan istri selama dalam
masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhkan talak ba’in atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terhitung seluruhnya, danseparuh apabila
gabla al dukhul.

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum umur
21 tahun.

Masa iddah adalah masa menunggu seorang istri apakah ia di rujuk
kembali oleh suami atau tetap dibiarkan. Dalam masa iddah ini suami

berkewajiban memberikan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah lddah Talak
Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang di sebabkan
karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

perceraian. Pasal 117 menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di

43Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara
Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), Jurnal al-Ahwal asy-
Syasiyah, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 9-10.
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hadapan sidang Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan. Apabila Wanita yang ditalak atau
difasakh tidak dalam keadaan hamil, dan diatermasuk wanita yang subur,
dia menjalani iddah selama tiga kali quru’ (masa suci), surah Al-Bagarah
[2]: 228).
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Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali guwru’. Tidak bolenh bagi mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika
mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka
lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka
menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai
hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi
para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa,
Maha Bijaksana.” (QS, Al- Bagarah [2]: 238).

Apabila suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan kemudian
si istri haid, masa iddahnya habis setelah menjalani dua masa suci yang
lain dan mulai masuk haid ke tiga. Apabila suami menalak istrinya dalam
kondisi haid dia mesti menjalani iddah selama tiga suci yang sempurna,
iddahnya selesai begitu haid keempat habis. 44 Dalil yang menyatakan
bahwa quru’ berarti masa suci adalah hadith riwayat Umar, Ali, Aisyah
dan sahabat lainnya, yang diperkuat firman Allah SWT.

Hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (Q.S At-Talaq [65]: 1).

44Wahbah Zuhaili, Al-Fiqghu Asy-Syafi’l Al-Muyassar, (Jakarta: Gema Isani, 2011),
him. 1.
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Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali quru’. Tidak bpleh bagi mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika
mereka beriman lebih berhak Kembali kepada mereka dalam dalam
(masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para
perempuan) mempunyai hak keseimbangan dengan kewajibannya
menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di
atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana”. (Q.S At-Talaq
[65]: 1).

Menceraikan istri dalam keadaan haid hukumnya haram.

Karenanya, perceraian tersebut boleh dilakukan pada masa suci. Kata

quru’ berasal dara katajam u (mengumpulkan). Makna ini terwakili dalam

kata “persucian” yang tentunya lebih tepat dari kata haid.*°

2. Nafkah Iddah Hamil

Dalam hukum Islam, jika seorang suami mengtalak istri yang

sedang hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi

nafkah kepada istri dan anak yang di kandungnya sehingga proses

persalinan selesai. Hal ini diaturdalam al-Qur’an yang menegaskan bahwa

suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan

anak-anaknya. Yang dijekaskan dalam surat At-Talaq ayat 6:
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45Wahbah Zuhaili, Al-Fiqghu Asy-Syafi’l Al-Muyassar, (Jakarta: Gema Isani, 2011),
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Artinya : “Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempetkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-
istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika menyusukan
(anak-anakmu) maka berikanlah imbalannyakepada mereka, dan
musyawarahlah diantara akmu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika
kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya”. (QS. At-Talaq [65]: 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika suami mentalak istrinya
dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri
sampai istri melahirkan, dan jika istri menyusui anak tersebut maka
kewajiban  suami sampai hingga proses menyusui selesai. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk
memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil bahkan jika sudah
menalaknya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Maka ia
dapat dikenakan sanksi hukum dari Allah SWT.

3. Nafkah Iddah Menyusui
Kewajiban suami menanggung nafkah istri dalam keadaan

manyusui yang dijelaskan dalam surah Al-Bagarah ayat 233.
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Artinya : “Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan
kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara
yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
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Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula
seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan
anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan™.

(QS. Al-Bagarah [2]: 223).

Avyat ini berbentuk khabar, ulama memahami bentuk khabar disini
dimaknai dengan amr, yaitu amar istihbab dan amar ijabah. Sehingga
dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa
perkawinan dan setelah perceraian adalah wajib dan sebagian mengatakan
sunat. Jika dikembalikan kepadamakna dasar sebagai bentuk khabar maka
hukumnya adalah ibahah, artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah
terjadi perceraian dan boleh tidak menyusui. Bila ibu menyusui anaknya
setelah perceraian selama dua tahun penuh maka ayah wajib memberi
nafkah dan pakaian kepada istri secara patut. Jika ibu menyusui anaknya
tidak sampek duatahun maka batasan wajib nafkah yang diberikan kepada
ibu sebatas itu saja.*®

Menurut Ibnu Katsir bahwa hendaknya orang tua dari seorang bayi
memberikan nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya.
Nafkah merupakan pendapatan suami yang diberikan kepada istri untuk
memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian dantempat tinggal. Selain
itu, kewajiban nafkah suami kepada keluarganya tidak akan gugur

meskipun suami dalam kesempitan. 47

46 Jamhuri, Kewajiban Nafkah Dalam Figh Analisis Tanggung Jawab Perempuan
Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, him.
151.

4"THajrasmawati, Nafkah Perempuan yang di Talak Sedang Menyusui, (Makasar.
Skripsi, 2018), hlm. 39.
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Ulama tafsir, ulama hadith dan ulama fikih mamahami makna ayat

tersebut secara zahir, artinya mereka memahami makna potongan ayat:

J}}iﬂ L u}éjmfj ué.'é, ) d 5}5}&-5\ 61’;3 sebagai kewajiban suami dalam
menafkahi para istri dan anak-anak dalam bentuk nafkah makanan dan
pakaian, baik dalam masa ikatan perkawinan dan setelah terjadinya
perceraian.*®

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban
orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika
perkawinan mereka gagal karena perceraian. Meskipun pemeliharaan anak
setelah telah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya
pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, tanggung jawab
ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian, sebagaimana yang di

telah jelaskan pada ayat di atas.

4. Nafkah Iddah Mut’ah

Mut’ah diambil dari kata al-mataa’ adalah nama barang menurut
tradisi. Karena untuk mewajibkan pakaian memiliki penilaian dalam asal
syariat, Yyaitu pakaian yang diwajibkan untuk istri pada saat
berlangsungnya pernikahan dan di saat masa iddah. Yang dimaksud disini
adalah, pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang
diceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana
dalam kondisi perempuan bersedih untuk menghibur hati si perempuan,

dan untuk menganti rasa sakit akibat perpisahan.*®

48Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Fiqih (Analisis Tanggung Jawab Perempuan
Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bahasa
Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), him. 151.

49Wahbah az- Zuhaili, Figih Islam, (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 289.
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Pasal 149 KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan
karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’'ah yang layak
kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut
gabla al dukhul. Sedangkan pasal 158 KHI menyebutkan bahwa selain
syarat yang tertera pada pasal 148, syarat mut’ah wajib diberikan oleh
mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebutdan
perceraian itu kehendak suami atau cerai talak.

Mazhab Syafi’i mengartikannya sebagai, harta yang wajib dibayar
oleh suami untuk istrinya yang dia ceraikan dalam kehidupan dengan
perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama. Mazhab Maliki
mengartikanya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraiakan
ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan
banyaknya harta si suami.®® Jika suami istri saling bersengketa mengenai
kadarnya, gadhi menilai dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan
kemampuan suami. Yang dikatakan mazhab Hanafi, yang berupa kaya,
miskin, nasab, dan sifat. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Bagarah:
236.
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Artinya : “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri
kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan
maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu
menurut kemampuannya dan baginya yang tidak mampu menurut
kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut yang
merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS.
Al-Bagarah [2]: 236).

507pid., him. 285.
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5. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang
belum atau tidak di tunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri
sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Dan oleh karena hal sebagai
seorang suami memiliki kewajiban untuk nafkah madhiyah yang menjadi
nafkah yang belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan
atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang.%!

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3
bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya,
kemudian nafkah terutang dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh
istri dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah lampau/terutang.>?
Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah
kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk di
lunasi dikemudian hari. Di jelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a
menerangkan bahwa “sesuai dengan penghasilan suami menanggung,
nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Pasal ini menerangkan
bahwa - meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan
kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami
kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.>?

6. Hak Nafkah Memelihara Anak
Nafkah pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan

hadhanah. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakan sesuatu dekat

51 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah,(Makasar: Humanitis Genius,
2020), hlm. 51.

52Gisca Hadi Velawati, Natkah Madliyah dalam Perkara Cerai, Journal Article, Jumal
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 29,2015, hlm. 7.

531bid., him. 8.
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tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya
meletakan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi
dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah hadhanah berarti
“pendidikan dan memelihara anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri
sendiri mengurus dirinya.>*

Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak
hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Pasal 80
Ayat 4 Huruf (C) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di
dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak
ditanggung oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105
KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum
perceraian maupun setalah perceraian tetap menjadi tanggunjawab
seorang suami. Semua biaya hadhanah menjadi tanggungan ayah
berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Mantan istri juga berhak atas
hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12
tahun.>®

Jangka waktu mengasuh anak terus berlangsung sampai, anak laki-
laki baligh, dan sampai anak perempuan menikah. Namun, jika istri
berpisah dengan suaminya, lalu ibu atau wanita lainnya yang memelihara
anaknya tersebut, maka jangka mengasuh bagi anak perempuan selama
tujuh tahun saja. Kemudian, pengasuhannya berpindah kepada pihak
ayahnya, karena dia lebih berhak untuk mengasuhnya dari semua

perempuan yang mengasuhnya setelah anak itu mencapai usia tujuh

54 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munaqahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), hlm. 175.

55Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan
Agama, Jurnal Abliga, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 60-61.
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tahun.>® Demikian juga, jika anak tersebut adalah seorang laki-laki dan
telah mencapai usia 7 tahun, maka dia diberikan pilihan untuk mengikuti
ibunya atau ayahnya. Namun jika anak itu belum memilih salah satu dari
kedua orang tuanya maka kedua orang tunya melakukan kesepakatan

untuk kebaikan anak-anaknya.®’

D. Kitab Figh Al-Mughni

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Seorang suami wajib memberikan
nafkah kepada istrinya, yaitu memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan
pokok sang istri dan juga pakaiannya.’8

Jika seorang istri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai
dengan kewajibannya sebagai seorang istri, maka suami wajib memenuhi
semua kebutuhan pokok sang istri, seperti makanan, minuman, pakaian dan
tempat tinggal.

Para sahabat kami berpendapat bahwa nafkah yang diberikan untuk
istri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang
kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami mengikuti standar kebutuhan
pokok orang kaya. Jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang
diberikan suami disesuaikan dengan kadar kebutuhan pokok masyarakat
pertengahan. Jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah, maka kadar
kecukupannya melihat pada kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah.

Jika salah seorang diantara keduanya kaya dan yang satunya miskin,

maka sang suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kadar kebutuhan

56 Abu Bakar Jabar Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim Pedomen Hidup Ideal Seorang
Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 782.

57Ibid., hlm. 782.
58 M.Syarafuddin Khathab dkk, A/-Mughni, Jakarta: Pustaka Azam. hlm. 605.
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pokok masyarakat kalangan menengah. Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan,
apakah yang miskin adalah sang suami atau istri.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik: Yangdijadikan patokan
adalah sang istri, sesuai dengan kecukupan sang istri. Dasarnya adalah firman
Allah di dalam Al Qur’an:

Syl b B 248, i e

Artinya : “Dan kewajiban ayah mamberi makan dan pakaian kepada

para ibu dengan cara yang makruf” (Qs. Al Baqarah ayat: 2331).

Yang dimaksud dengan kalimat makruf dalam ayat di atas adalah
sesuai dengan nilai kecukupan sang istri. Sebab Allah dan menyamakan antara
nafkah dengan pakaian. Jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang istri,
maka nafkah juga sama. Dalam salah satu haditsnya Rasulullah bersabda
kepada Hindun, Ambilah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan
cara yang baik.”?

Rasulullah menjadikan kebutuhan sang istri sebagai patokan, bukan
kondisi sang suami. Sebab nafkahyang diberikan untuk mernenuhi kebutuhan
sang istri. Oleh karena itu, standarnya adalah sesuatu yang mencukupi
kebutuhannya, bukan melihat kondisi sang suami. Kasusnya sama dengan
kewajiban sang tuan menafkahi budaknya. Sebab nafkah mempakan hak istri
yang menjadi kawajiban suami untuk menunaikannya. Dan kadarnya tidak
ditentukan. Oleh karena itu, yang dijadikan patokan adalah sang istri, sama
dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita.

Menurut Imam Syafi’i: yang dijadikan sebagai patokan hanya kondisi
sang suami. Dasarnya adatah firman Allah dan di dalam Al-Qur’an (QS. At-
Thalaq [65]: 7):

59Hadis ini telah di takhrij.
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Artinya: Hendaknya orang yang mampu member nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaqg [65]: 7).
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Dalil kami dalam permasalahan ini adalah apa yang telah kami
utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai
hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah, yaitu melihat
kepada kondisi suami dan juga kondisi sang istri. Dan hal yang demikian lebih
utama untuk dilakukan.

Nafkah yang diberikan tidak wajib dalam bentuk biji-bijian. Menurut
Imam Asy-Syafi’i: Pemberian nafkah wajib dalam bentuk biji-bijian,
sebagaimana dalam kasus pemberian makanan dalam masalah kafarat. Jika
sang suami memberikan kepada istrinya dalam bentuk tepung atau roti, maka
sang istri tidak wajib menerimanya, sebagaimana orang miskin tidak wajib
menerima kafarat yang diberikan jika bentuknya bukan biji-bijian. Sebagian
dari mereka berpendapat yang sama dengan pendapat para sahabat kami
bahwa pemberian yang demikan tidak boleh, meski keduanya sepakat. Sebab
dalam kasus yang demikian, sama saja dengan kasus menukar gandum dengan
gandum dalam jumlah yang berteda.

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Jika seorang suami tidak mau
melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap sang istri, atau hanya
setengahnya, maka si istri boleh mengambil apa yang menjadi haknya sesuai
dengan kadar kebutuhannya dengan cara yang baik.®® Hal yang demikian

tergambar dari pernyataan nabi SAW kepada Hindun, ketika Hindun berkata

60M.Syarafuddin Khathab dkk, AI-Mughni, Jakarta: Pustaka Azam. hlm. 620.
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kepada nabi SAW, ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan adalah
seorang lelaki yang kikir, dia tidak pernah memberikan nafkah kepadakuyang
dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil
dari hartanya tanpa sepengetahuannya’. Rasulullah SAW menjawab,
‘Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan
mencukupi anak-anakmu’.

Jika seorang suami tidak menjalankan kewajiban terhadap istri dalam
hal pemberian nafkah, pakaian danyang lainnya, atau sang suami memberikan
namun tidak mernenuhi kebutuhan pokok sang istri, dalam kasus yang
demikian, sang istri boleh mengambil harta yang memang menjadi haknya
atau mengambil sisa kewajiban sang suami yang tidak dilunasi secara penuh.
Dalam kasus yang demikian, sang istri boleh mengambil dengan atau tanpa
izin suaminya.b?

Seorang suami wajib menyerahkan nafkah untuk istrinya setiap hari,
yaitu sejak terbitnya matahari.

Sebab itulah batasan waktu dimana kebutuhan muncul. Jika keduanya
(suami danistri) sepakat mengakhirkan waktu penyerahan, maka kesepakatan
yang demikian boleh saja dilakukan. Sebab nafkah tersebut adalah hak sang
istri. Jika dia ridha dengan penundaan pemberian, maka hukumnya boleh saja.
Kasusnya sama dengan penundaan pembayaran utang.

Jika sepasang suami istri sepakat untuk menyegerakan penyerahan
nafkah tersebut untuk satu bulan atau untuk satu tahun dan diberikan diawal
bulan atau diawal tahun, atau batasan waktunya sesuai dengan kesepakatan,
maka kebijakan yang demikian boleh saja dilakukan. Sebab hak dan
kewajiban tersebut ada pada keduanya. Oleh karena itu, boleh ditunda dan

boleh juga disegerakan, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

61M.Syarafuddin Khathab dkk, AI-Mughni, Jakarta: Pustaka Azam. hlm. 605.



47

Sepengetuhuan kami, tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama mengenai
ketentuan yang demikian.62

Seorang suami wajib membelikan pakaian untuk istrinya, satu buah
untuk satu tahun. Sebab itulah kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat.

Jika demikian, maka pakaian tersebut harus diberikan di awal tahun.
Sebab itulah awal waktu timbulnya kewajiban. Jika pakaian itu rusak sewaktu
direndam namun dalam waktu dimana pakaian yang sejenis memang sudah
rusak, maka sang suami wajib membelikan untuk sang istri pakaian yang lain.
Sebab saat itu sang istri membutuhkan baju. Jika pakaian tersebut rusak
sebelum waktunya, karena pakaian sejenis yang dikenakan orang lain juga
belum rusak, misalkan karena sering keluarnya sang wanita atau karena sering
dikenakan, maka sang suami tidak wajib membelikan pakaian yang lain.
Sebab pada saat itu, secara adat dan kebiasaan dia belum membutuhkan
pakaian baru.

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Jika sang suami tidak memberikan
nafkah kepada istrinya dan tidak ada sesuatu yang meniadi milik suami yang
dapat diambil oleh sang istri, kemudian sang istri memilih untuk berpisah dari
suaminya, maka hakim wajib mengabulkan permohonan seorang istri.”

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah zhahir hadith Umar. Sebab
makna yang terkandung dalam kondisi yang demikian menjadi sebab
timbulnya fasakh dalam pernikahan. Dan syara’ tidak memberikan jeda waktu
bagi kondisi yang demikian. Dengan demikian kondisi yang demikian menjadi
sebab terjadinya fasakh dalam pernikahan. Sebab penyebab terjadinya fasakh
sudah terwujud, yaitu kondisi dimana sang suami tidak memberikan nafkah

kepada sang istri. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menundanya. 63

®21bid., him. 622.
63M. Syarafuddin Khathab dkk, 4-Mughni, him. 629-631.
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E. Kitab Figh Al-Muhalla

Masalah Seorang suami harus memberikan nafkah isterinya semenjak
dia melakukan akad nikah, baik dia sudah dipanggil untuk membangun rumah
tangga atau belum, walaupun sang isteri berada dalam buayan baik sang isteri
orang yang kerap melakukan nusyuz atau tidak kaya ataupun miskin memiliki
orang harta anak yatim; perawan atau janda merdeka atau menjadi budak,
sesuai kemampuan finansialnya.

Orang yang bertaraf tinggi bisa menafkahi isterinya berupa roti
hawari, daging danbuah musim itu sesuai dengan kemampuan dirinya. Orang
yang bertaraf pertengahan, juga memberikan nafkah sesuai kemampuannya,
dan orang yang bertaraf rendah juga memberikan nafkah sesuai kemampuan
dirinln, Penjelasan hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan dari sabda
Rasulullah terkait seorang isteri, yang artinya ‘“kewajiban kalian kepada istri
adalah memberikan makanan dan pakaian mereka dengan cara yang makruf”

Dengan demikian, maka nafkah itu wajib ditunaikan untuk sang isteri
sejak akad pernikahan berlangsung.

Sekelompok ulama berkata: tidak ada nafkah bagi wanita kecuali
dirinya telah dipanggil untuk membentuk keluarga. Ini merupakan perkataan
yang tidak ada di dalam al-Qur’an, tidak juga ada di dalam as-Sunnah, tidak
pula ada perkataan sahabat, tidak pula ada giyas untuk perkara ini dan tidak
ada pula ada pendapat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Tidak
diragukan lagi, bahwa jika memang Allah ingin mengecualikan anak kecil dan
isteri yang berbuat nusyuz, maka Dia tidak akan melupakan itu hingga ada

orang lain yang perlu menjelaskannya, Maha Suci Allah dari hal ini. %4

64Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, A/ Muhalla, Pustaka Azam, hlm. 23-24.
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Dalam khabar ini menjelaskan bahwa hendaknya seseorang
mengenakan pakaian sesuai kadar kemampuan finansialnya dan juga berkat
nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

Sang suami harus memberikan tempat tinggal semampu dirinya. Hal

ini berdasarkan firman Allah:6°
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Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Barang siapa yang tidak memberikan nafkah dan juga pakaian kepada
sang isteri sementara dia mampu untuk memberikan nafkah itu, baik dia
bepergian atau ada di rumah, maka nafkah itu merupakan utang dalam
tanggungannya. Selama nafkah ini harus diambil darinya, dan ini diharuskan
baik sang isteri itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nafkah ini
diambilkan dari harta pokok sang suami, yang jumlahnya kelak dikalikan saat
sang suami tidak memberikan nafkah tersebut. Karena itu merupakan hak sang
isteri dan termasuk utang sang suami sebelumnya (inilah nafkah yang tidak
ditunaikan sebelumnya).66

Jika sang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya secara
zhalim, atau karena sang suami adalah orang fakir yang tidak mampu
memberikan nafkah, maka sang isteri tidak boleh mencegah dirinya untuk
mengambil dari suaminya. Sebab, andaikan sang suami itu berbuat zhalim,
maka sang isteri tidak boleh tinggal diam untuk hak dirinya, namun dia harus
tetap berbuat adil pada harta suaminya. Apabila dia mendapati harta sang
suami saat jumlah harta itu sesuai kadar yang menjadi hak sang isteri. Hal ini

sebagaimana Rasulullah Saw pernah memerintahkan Hindun binti Utbah, saat

85bid., hlm. 34.
86bid., hIm. 34-36.
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dirinya berkata kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan
itu termasuk orang yang pelit, dia tidak memberiku sejumlah uang yang
mencukupi diriku. Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa dia ketahui?”
Rasulullah Saw bersabda kepadanya yang artinya “Ambillah apa yang

mencukupi dirimu dan juga anakmu dengan cara yang makruf.”¢’

67Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, A/ Muhalla, Pustaka Azam, hlm. 37.



BAB TIGA
NAFKAHDALAM PENCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR’IYAH DUN SEBERANG PERAI TENGAH DAN
PIDIE JAYA 2019-2021

A. Profil Pengadilan Agama Lokasi Penelitian Di Sekitar Pulau Pinang
1. Mahkamah Syar’iyah Seberang Perai Pulau Pinang

a. Geografis Negeri Pulau Pinang

Pulau Pinang terbagi kepada lima kecamatan pemerintahan
yang berbeda yaitu kecamatan Timur Laut, kecamatan Barat Daya,
kecamatan Seberang Perai Utara, kecamatan Seberang Perai Tengah
dan kecamatan Seberang Perai Selatan. Kedudukan kordinasi bagi
Provinsi Pulau Pinang adalah di antara 5°8' Utara hingga 5°35' Utara
dan 100°8' Timur hingga 100° 32' Timur. Berdasarkan kepada sensus
Penduduk dan Perumahan Tahun 2000, jumlah penduduk di Pulau
Pinang adalah seramai 1.3 juta orang. Luas keseluruhan Provinsi Pulau
Pinang ialah 1,043 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk

seramai 1,180 orang bagi setiap kilometer persegi. 68

Nama Pulau Pinang ini diambil dari nama pohon pinang.
Disebut juga dengan Tanjung Bidara sebelum dinamai Pulau Pinang.
Di Pulau Pinang terdapat banyak Pantai diantaranya Pulau Jerejak,

Pulau Aman dan Pulau Rimau.

68 Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, Pembangunan Sistem
Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis
Komponen Utama (PCA). (Geography Division, Centrefor Humanities Studies, Universiti
Sains Malaysia). hlm. 85.
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Penduduk Pulau Pinang kebanyakan masyarakatnya berbangsa
cina sehingga Pulau tersebut dinamai dengan Cinatown. Di Pulau
pinang terdapat Bandar Udara International yang merupakan Bandara

kedua tersibuk setelah Bandara Kuala Lumpur di Malaysia.5°
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Gambar. 1. Pembagian Kecamatan Di Negeri Pulau Pinang.

Pulau Pinang adalah salah satu daripada 13 buah Negeri-Negeri
di Malaysia. Berbatasan dengan sebelah barat laut Semenanjung
Malaysia. Dipisahkan diantara Negeri Kedah di sebelah Utara dan
Timur, Negeri Perak di sebelah Selatan dan Perairan Selat Melaka dan
Sumatera (Indonesia) di sebelah Barat. Pulau Pinang terdiri dari bagian
pulau dan juga darat yang luas yang dikenali sebagai Seberang Perai.

Keluasan kawasan pulau adalah 285 kilometer yang terpisah

89Jbid., hlm.85.
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sepenuhnya daripada Seberang Perai. Kedua-dua bagian dihubungkan
dengan pelayanan kapal feri dan dua Jambatan Pulau Pinang yang
pertama panjangnya adalah 13.5 kilometer dan Jambatan kedua Pulau
Pinang panjangnya adalah 22 kilometer. Pulau Pinang mempunyai

bilangan penduduk seramai 1.6 juta orang.’®

Kota utama di Pulau Pinang adalah George Town yang
merupakan salah satu bandar terbesar di Malaysia, Balik Pulau,
Butterworth yang merupakan pusat pariwisata di pulau Pinang, Perai,
Air Itam, Gelugor, Batu Feringghi, Bayan Lepas, Seberang Jaya, Bukit
Mertajam, Kepala Batas, Jawi, Bertam, Pantai Acheh, Teluk Kumbar,
Gelugor, Bayan Baru, Jelutong dan Nibong Tebal. Dari segi

pemerintahan, Pulau Pinang sekarang di bawah pemerintahan.

Datuk Seri Lim Guan Eng yang merupakan Ketua dalam
Perlembagaan Negeri, juga bertindak sebagai Menteri Besar bagi
Negeri Pulau Pinang. Di Bawah perlembagaan Negeri, kuasa
perundangan dipegang oleh Dewan Undangan Negeri.

Dewan ini melantik ahli dewan untuk membentukkan Majlis
Musyawarat Kerajaan (Exco). Majlis Musyawarat Kerajaan (Exco)
diketuai oleh Menteri Besar yang memegang kuasa eksekutif dan
merupakan badan yang membuat dasar kerajaan negeri.’?

Dari sudut pentadbiran (Administrasi Undang-Undang
Negara), Negeri Pulau Pinang juga memiliki badan-badan yang
mengelola undang-undang negeri dan badan tersebut digelar sebagai

Badan Kehakiman. Badan Kehakiman merupakan salah satu dari

2023.

0Jpid., hlm.85.
"1 Diases pada Dosm.gov.my. Department of Statistic Malaysia. Tanggal 20 Oktober
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badan utama yang bertanggungjawab untuk mengurus administrasi
dan berperanan untuk menegak keadilan dalam sebuah negara.
mengikut islam, badan ini mesti bebas dari pengaruh mana saja, baik
dari Perundangan atau Badan Eksekutif dan tidak boleh mengenakan
hukuman yang berlawanan dengan nash. Di Malaysia, Badan-badan
Kehakiman terbagi kepada dua macam yaitu Badan Kehakiman
Persekutuan dan Badan Kehakiman Negeri. Di Negeri Pulau Pinang,
terdapat dua bentuk pentadbiran mahkamah yaitu pertama, mahkamah
di bawah wewenang Kerajaan Persekutuan yaitu Mahkamah

Persekutuan yang merangkumi Mahkamah Rayuan,

Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Kedua, mahkamah
di bawah wewenang Kerajaan Negeri-negeri yaitu Mahkamah
Syar’iyah yang merangkumi Mahkamah Rayuan Syar’iyah,
Mahkamah Tinggi Syar’iyah dan Mahkamah Rendah Syar’iyah.”?

a. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Syar’iyah Negeri Pulau
Pinang
Mahkamah Syar’iyah di Negeri Pulau Pinang didirikan
berdasarkan pasal 42(1), (2) dan (3) Enakmen Administrasi Hal Ehwal
Agama Islam Pulau Pinang 1993. Penumbuhan Mahkamah ini mula
berkuatkuasa pada tanggal 1 Jun 1994 mengikut kehendak Kerajaan
Negeri Pulau Pinang Jld. 40 Nombor 8 Tanggal 11 April 1996.73

72 Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syar’iyah Mahkamah
Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di
Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang di Bukit Mertajam.

"SWawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syar’iyah Mahkamah
Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di
Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang di Bukit Mertajam.
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Dengan adanya Mahkamah Rendah Syar’iyah di Negeri Pulau
Pinang ini sangat memudahkan Masyarakat dalam menyelesaikan
masalah-masalah perkawinan, perceraian dan nafkah. Disamping itu
tempatnya juga berada di Daerah Seberang Perai Tengah di pusat kota.
Selain itu, Gedung Mahkamah Rendah Syar’iyah telah melihat
perkembangan yang sungguh pesat dengan beberapa estet perumahan
besar telah ditubuhkan di Kawasan itu dan beberapa Gedung Kerajaan
seperti Kompleks Sukan dan Reakreasi MPSP, Mahkamah Majistret,
Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah serta pusat membeli
belah telah di bina di Kawasan ini menjadikan Mahkamah Rendah
Syar’iyah tempat yang strategik. Oleh karena itu, Kawasan ini sudah
tidak asing lagi bagi rakyat untuk ke mahkamah untuk merujuk segala
masalah yang dihadapi.”

Gedung mahkamah relatif luas bangunannya, dengan tujuan
untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak yang bertikai,
udaranya tidak terlalu panas dan tidak begitu dingin, terhindar dari
gangguan yang dapat menggugat kenyamanan mereka yang bertikai
seperti bau busuk, asap atau suara bising dan sebagainya. Ini
menampakkan kehebatan bangunannya sesuai dengan status hakim

dan kemuliaan sistem kehakiman di Pulau Pinang.

Mahkamah ini sangat diperlukan dalam setiap negeri untuk
memudahkan rakyat dan membantu rakyat dalam pelbagai masalah
yang dihadapi untuk mendapat keadilan sesuai dengan perundang
islam dan perundangan yang telah ditetapkan oleh Malaysia. Selain itu,
Mahkamah syar’iyah ini dibangunkan di setiap negeri untuk

74 Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai
Syar’iyah Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal
10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar’iyah di Bukit Mertajam.
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memudahkan rakyat agar bisa merujuk badan kehakiman di tempat
yang terdekat dengan wilayah yang mereka tinggal. Adapun
Mahkamah Syar’iyah ini ditempatkan sesuai dengan Wilayah tempat
tinggal namun semua proses harus diikut sesuai dengan ketetapan
Kerajaan negeri.”> Adapun visi dan misi Mahkamah Syar’iyah Pulau
Pinang seperti dibawah:
1) Visi dan Misi

a) Visi

Menjadi Badan Kehakiman yang berwibawa berlandaskan

kemajuan teknologi menjelang Tahun 2035.76

b) Misi

Mengoptimumkan penggunaan teknologi bagi

mempertingkatkan akses kepada keadilan.’”

2) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana di Mahakamah Rendah Syar’iyah
Seberang Perai Tengah merupakan Gedung utama. Gedung
Mahkamah ini meliputi fasilitas yang disediakan oleh pihak
Kerajaan dapat dilihat seperti di bawah ini:"8
a) Banggunan 4 lantai;
b) Ruangan pejabat

c) Ruangan penjara;

> Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai
Syar’iyah Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal
10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar’iyah di Bukit Mertajam.

"6Target kemajuan yang ingin dicapai pada Tahun 2035.

""Diases pada https://jksnpp.penang.gov.my. Tanggal 20 Oktober 2023.

78 Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai
Syar’iyah Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal
10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar’iyah di Bukit Mertajam.


https://jksnpp.penang.gov.my/

57

d) Ruangan kanak-kanak disetiap lantai;

e) Kamar mandi lelaki, perempuan dan orang kurang
upaya (OKU) disetiap lantai,

f) Meunasah;

g) Ruangan rapat;

h) Ruangan makan;

1) Ruangan Sulh (perbincangan);

j) Ruangan penyimpanan dokumen kes;

k) Ruangan latihan;

) Kasir pertanyaan.

3. Wewenang Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah

Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah di
Malaysia dibentuk berdasarkan Undan-Undang Pentadbiran Agama
Islam Negeri dan bertanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus yang
melibatkan orang-orang Islam. Pembentukannya adalah di bawah
Enakmen-Enakmen Negeri. Mahkamah Rendah Syar’iyah yang
penulis bahas di sini ialah Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang
Perai Tengah di Negeri Pulau Pinang, Jabatan Kehakiman Syar’iyah
Negeri Pulau Pinang (JKSNPP) ditubuhkan berdasarkan Seksyen 42
(1) (2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri
Pulau Pinang 1993.7° Mulai berlaku pada 1 Jun 1994 mengikut Warta
Kerajaan Negeri Pulau Pinang J1d.40 Nombor 8 yang bertarikh 11
April 1996. Sejak ditubuhkan hingga 1 Januari 1997 Jabatan

Kehakiman Syar’iyah Negeri Pulau Pinang ditadbir bersama dengan

7 Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen
Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau
Pinang, 2004).
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Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP). Begitulah juga
Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah (MRSSPT)
diadministrasi bersama Pejabat Agama Daerah Butterworth di Tingkat
3, Bangunan Syed Shahabudin, Jalan Abdullah Badawi, Butterworth.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membentuk Jabatan Kehakiman
Syar’iyah Negeri Pulau Pinang untuk menggantikan Mahkamah
Qadhi.?o
Mahkamah Rendah Syar’iyah berwewenang untuk menangani

masalah yang berlaku di wilayah yang bersangkutan saja. Yaitu
menguruskan kebanyakkan kesalahan yang melibatkan akidah, sosial
dan didalam pelaksanaan rukun Islam. Fungsi dan peran yang begitu
besar dari Lembaga Mahkamah Rendah Syar’iyah terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, memberi keadilan dan
menyelesaikan berbagai problem rumah tangga yang terjadi dalam
masyarakat, maka di setiap wilayah Negeri Pulau Pinang didirikan
Mahkamah Rendah jajahan 5 kabupaten yaitu:8!

1) Mahkamah Rendah Syar’iyah Daerah Timur Laut.

2) Mahkamah Rendah Syar’iyah Daerah Barat Daya.

3) Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Utara.

4) Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah.

5) Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Selatan.

80 Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai
Syar’iyah Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal
10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar’iyah di Bukit Mertajam.

81 Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai
Syar’iyah Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal
10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar’iyah di Bukit Mertajam.
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2. Profil Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya

Mahkamah Syar'iyah Meureudu merupakan Mahkamah Syar'iyah
yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meuredu lahir
seiring dengan lahirnya Kabupaten Pidie Jaya, yaitu pada tanggal 2 Januari
2007. Hal itu karena termasuk salah satu syarat pembentukan daerah
otonom (daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri)
adalah adanya persetujuan penyerahan sarana dan prasarana serta fasilitas

umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten dengan struktur
bangunan - yang tersusun rapi, khususnya dalam tata letak kantor
pemerintahan. Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kejayaan infrastruktur,
walaupun pusat ibu kota kabupaten ini tidak terletak di jalan lintas Banda
Aceh-Medan, namun perkantorannya dibangun di jalan lintas Banda aceh-

Medan supaya mudah untuk dijangkau oleh penduduk.

Mahkamah Syar'tyah Meureudu Pidie Jaya terletak di pusat
kabupaten Pidie Jaya, yaitu di komplek perkantoran pemerintahan
kabupaten Pidie jaya, komplek tersebut beralamat di JI. Banda aceh,
medan, kecamatan Meureudu, Cot Trieng Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya, Aceh. Kantor Mahkamah Syar'tiyah Meureudu Pidie Jaya
bersebelahan dengan kantor kejaksaan kabupaten Pidie Jaya dan

berhadapan dengan kantor kementrian Agama kabupaten Pidie Jaya.

Sejarah berdirinya Mahkamah Syar’iyah Meureudu tidak terlepas
dari sejarah lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara umum.
Mahkamah Syar'iyah lahir sebagai salah satu bentuk keistimewaan Daerah
istimewa Aceh kepada pemerintahan pusat pada era reformasi. Mahkamah
Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya mempunyai wilayah yuridiksi yang

mencakup seluruh kecamatan hingga kelurahan atau gampong yang ada di
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kabupaten Pidie Jaya, yaitu sejumlah 8 kecamatan yang didalamnya

terdapat sebanyak 227 kelurahan/gampong sebagai berikut:

1) Kecamatan Meureudu, terdapat 31 Kelurahan/Gampong
2) Kecamatan Meurah dua, terdapat 19 kelurahan/Gampong
3) Kecamatan Bandar Dua, terdapat 4 kelurahan/Gampong
4) Kecamatan jangka Buya, terdapat 19 kelurahan/ Gampng
5) Kecamatan Ulim, terdapat 31 kelurahan/ Gampong

6) Kecamatan trienggadeng, terdapat 27 kelurahan/Gampong
7) Kecamatan panteraja, terdapat 1 kelurahan/Gampong

8) Kecamatan bandar baru, terdapat 45 kelurahan/Gampong

Mahkamah Syar'iyah Meureudu mempunyai tugas pokok
sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama Pasal
49 menyatakan, "pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, istbat nikah, jinayah, harta bersama, dan ekonomi syar’iyah.8?

82 Diases pada https://ms-meureudu.go.id/sejarah-pengadilan pada Tanggal 1
September 2023.
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Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie
Jaya dapat dilihat dari gambar berikut:

STRUKTUR{ORGANISASI
MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU

HAKIM

MIRA MAULIDAR, S.H.I,M.H.
SHOIM, S.H. §

—
D (s sxem [l worvn.ors Jferasmmnse vs

Gambar 3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie

Jaya

Mahkamah Syar’iyah Meureudu pada hakikatnya Merupakan
pengembangan dari pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan
yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama pengadilan Agama
menjadi Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi
Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan
Presiden RI Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi
NAD diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD.

Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk
menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang
No 1 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyebutkan:
"Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang

beragama Islam dan berada di Aceh".
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Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Aceh mempunyai tugas untuk
menerima, memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara orang islam
dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah
(hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) Mahkamah Syar’iyah selain
berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan
agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1979 dan
Undang-Undang No. 3 tahun 2006, juga berwenang mengadili perkara
jinayat diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang

Peradilan Syariat Islam.83

B. Putusan Mahkamah Syar’iyah
1. Putusan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah
a. Putusan Nomor 2301-L0507-162-0061
Adapun posita gugatan sebagai berikut:
1) Suami telah menikah dengan Istri pada tanggal 29 Maret 2013
di Masjid Tok Lebai Hashim, Bukit Mertajam berwakilkan
saudara lelaki istri itu sendiri.
2) Kedua belah pihak selama perkawinan tidak di karuniai anak.
3) Percekcokan terjadi secara terus menerus.
4) Istri menggugat cerai suami ke Mahkamah Syar’iyah Seberang
Perai Tengah dengan alasan bahwa suami telah menganiaya
istri baik secara fisik, mental, maupun materi dengan tidak
memberikan nafkah kepada istri selama lebih dari 3 bulan.
Tidak hanya itu, suami juga mengancam, mencekik dan

menyodorkan pisau kepada istri.

83Undang-Undang No. 7 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
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7)

8)

9)
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Istri memutuskan keluar dari rumah untuk menjauhi mudharat
yang lebih besar.

Kedua belah pihak telah pisah atap sejak 28 Maret 2023.
Dalam proses mediasi, suami tidak hadir sehingga mediasi
gagal dilakukan.

Selama pisah atap, suami juga tidak memberikan nafkah lahir
pada istri selama 10 bulan.

Dalam hal ini istri tidak dapat dibuktikan nusyuz.

10) Suami tidak menunjukkan i'#igad baik untuk kembali pada istri,

dan suami juga tidak pernah sekalipun hadir pada saat proses
mediasi sehingga mediasi gagal dilakukan karena kedua belah

pihak bersikeras tetap ingin bercerai.

Adapun Amar putusannya berbunyi:

1)
2)

3)

4)

Mahkamah menjatuhkan talak satu raj'i kepada kepada istri.
Mahkamah memerintahkan istri untuk menjalani masa iddah
selama 3 kali suci terhitung setelah putusan ini dibacakan.
Perceraian ini haruslah didaftarkan ke Pejabat Agama Islam
Daerah SPT. Pulau Pinang.

Majelis Hakim membebankan nafkah iddah kepada suami
dengan besaran RM1.500.00 dan dapat dibayar secara
berangsur-angsur sebesar RM500.00/bulan. Terhitung mulai
dari Februari 2023 hingga April 2023 melalui akun Bank

Maybank atas nama istri.84

84Putusan Nomor 2301-L0507-162-0061
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b. Putusan Nomor 07100-028-0144-2003

Adapun posita gugatan adalah sebagai berikut:

1)

2)
3)

4)

Kedua belah pihak kawin pada tanggal 22 September 2002 dan
bercerai pada 06 Februari 2022.

Pasangan telah dikaruniai 3 orang anak.

Istri memohon ke Pengadilan untuk mengajukan hadhanah dan

natkah anak dalam petitum.

Istri memohon kepada Majelis Hakim dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

a)
b)

¢)

d)

g)

Istri memohon untuk diberikan hak hadhanah.

Suami dilarang membawa anak-anak keluar dari negeri
pulau pinang tanpa izin istri.

Suami diperintahkan membayar nafkah anak sebesar
RM1.200.00 sebulan kepada istri.

Suami  diperintahkan =~ membayar  mutah  sebesar
RM20.000.00 kepada istri.

Suami diperintahkan -~ membayar uang belanja dan
pendidikan anak selama setahun sebesar RM14.230.00.
Suami diperintahkan membayar uang lebaran kepada anak-
anak dan mantan istri sebesar RM1.500.00 selama setahun
sekali.

Suami diperintahkan membayar natkah madhiyyah sebesar

RM95.00.00 kepada istri.

Amar putusan Majelis Hakim:

a)

Majelis Hakim mengabulkan permohonan hadhanah

dengan 3 orang anak kepada istri.
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b) Suami diperitahkan membayar nafkah anak kepada istri
dengan rincian:

(1) Anak pertama sebesar RM450.00 sebulan, RM400.00
setiap tahun untuk pembelanjaan buku dan RMS800.00
sebagai iuran sekolah.

(2) Anak kedua sebesar RM300.00 sebagai nafkah harian,
RM200.00 setiap tahun untuk pembelanjaan buku,
RM200.00 setahun sebagai iuran sekolah.

(3) Anak ketiga sebesar RM300.00 sebagai nafkah harian,
RM200.00 setiap tahun untuk uang pembelanjaan buku,
RM100.00 setiap tahun untuk iuran sekolah.

(4) Suami diperintahkan membayar pembelanjaan sebanyak
RM1000.00 setiap tahun kepada istri.

(5) Mahkamah mengabulkan permohonan natkah madhiyyah
sebanyak RM720.00.

(6) Mahkamah membebankan Nafkah mut'ah kepada suami
sebanyak RM5000.00.

(7) Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak.8°

2. Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya

Putusan Nomor 106Pdt.G/2023/Ms.Mrd merupakan perkara
permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Suami secara
elektronik (e-court) ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Pemohon/Suami

melawan Termohon/Istri. Adapun posita permohonan bahwa:

85Putusan Nomor 07100-028-0144-2003
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. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan
Termohon pada tanggal 06 Maret 2004 di hadapan Pejabat PPN
KUA Kecamatan Banda Sakti dengan Kutipan Akta
Nikah/Duplikat Nomor: 92/09/111/2004 Tanggal 08 Mei 2004;

. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan
badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua
Termohon di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) tahun dari 2004 sampai 2006
dan kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyewa
rumah yang terletak tidak jauh dari rumah mertua dan selanjutnya
pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon sepakat untuk pulang ke
pidie jaya;

. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
. Kehidupan rumah tangga pemohon mulai terjadi percekcokan
setelah 2 tahun pernikahan dan Pemohon keluar dari rumah untuk
menghindari pertengkaran.

. Percekcokan tidak dapat didamaikan, disebabkan karna faktor
ekonomi, Pemohon bekerja sebagai Salesman yang memiliki
penghasilan tidak menentu. Termohon tidak mau mendengarkan
Pemohon, Termohon juga sering berkata-kata kasar dan tidak
sopan kepada Pemohon. Dan Pemohon juga sering meminta cerai
kepada Pemohon.

. Puncak pertengakaran pada bulan September 2022 dikarenakan
Termohon sering mempublikasikan  permasalahan  rumah
tangganya di media sosial sehingga Pemohon merasa malu dan
sakit hati terhadap perbuatan tersebut.

. Pemohon telah mengucapkan Talak kepada Termohon.
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8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1

tahun, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya.
Pemohon sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada anak-

anak Pemohon dan Termohon.

10. Antara Pemohon dan Termohon sudah menempuh jalur mediasi

tetapi tetap tidak berhasil didamaikan.

11. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada

Termohon sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
Bahwa, terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kepada

Majelis Hakim. Termohon mebantah tentang sebab-sebab pertengkaran

tersebut sebagai berikut:

L.

Termohon memberikan saran baik kepada Pemohon untuk mencari
pekerjaan lain karna Termohon mengetahui tidak ada barang sales
lagi untuk diperjualbelikan, ketika mendengar nasihati itu,
Pemohon memberikan respon sangat marah, membawa tas isi baju
dan langsung keluar dari rumah orang tua.

Pemohon ketahuan selingkuh dengan janda bahkan sampai
menikah siri.

Termohon keberatan dengan biaya nafkah iddah yang disanggupi
Pemohon. Termohon meminta Rp. 100.000,-/Harix100 hari = Rp.
10.000.000,-

Terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi antara

Termohon dan Pemohon. Majelis Hakim dalam amar putusannya

mengadili:

Dalam Konvensi:

1.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah

Meureudu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai akibat dari perceraian
yaitu:

a) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga
juta rupiah);

b) Mut’'ah berupa emas 24 Karat sejumlah 1 (satu) mayam;

c) Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat
yang Bernama Nadya Izzati, lahir tanggal 08 Juli 2005 dan
Muhammad Fathir, lahir tanggal 2 April 2011 berupa uang
sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
untuk kedua anak tersebut;

d) Menghukum Tergugat untuk membayar dan memenuhi hak-
hak.

Penggugat meliputi natkah iddah dan mut’ah, kepada

Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memenuhi
natkah anak (pemeliharaan anak) melalui Penggugat setiap
bulan, sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10%
(Sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan
kesehatan;
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

305.500,00 (Tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);6

C. Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah
1. Analisis Putusan Mahkamah Rendah Syar’iyah Dun Seberang Perai
Tengah, Pulau Pinang

Berdasarkan uraian di atas, pada substansi pembahasan ini penulis
menggunakan pendekatan komparatif sebagai pisau analisis, dalam
melihat perbedaan antara putusan Mahkamah Dun Seberang Perai Tengah
dengan Mahkamah Syar’iyah Mereudeu. Sebelumnya penulis
menganalisa secara general terhadap kedudukan nafkah itu sendiri dalam
aturan yang berlaku di Negara Malaysia khususnya Dun Seberang Perai
Tengah.

Sebelum masuk dalam pembahasan, penulis memperjelas bahwa
di Negara Malaysia, setiap Provinsi memiliki Undang-Undang tersendiri
yang berlaku di wilayah tersebut. Undang-Undang atau yang disebut
‘Enakmen™ terdiri dari butir-butir pasal (Seksyen) dan ayat. Seterusnya,
ada yang namanya Undang-Undang Persekutuan Umum akan tetapi tidak
disebut “Undang-Undang” melainkan “Akta”. Ini merupakan aturan
hukum positif yang berlaku secara nasional. Maksudnya Majelis Hakim
dalam memutus perkara tetap saja menjadikan Akta tersebut sebagai acuan
dasar, tetapi Enakmen yang berlaku di setiap Provinsi tersebut yang
menjadi lex specialis. Contohnya, Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga
Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 yang hanya berlaku di wilayah

86Pytusan Mahkamah Agung Nomor 106Pdt.G/2023/Ms.Mrd.
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tersebut saja. Kemudian Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang berlaku secara nasional.
Dapat dipahami bahwa, Malaysia memiliki aturan yang bersifat khusus
dan hanya berlaku di wilayah tersebut saja dan aturan yang berlaku secara
nasional, seperti halnya di Aceh yang memiliki Qanun yang hanya berlaku
di wilayah itu saja. Sehingga dapat diketahui bahwa antara Malaysia dan
Indonesia sama-sama memiliki aturan yang bersifat khusus dan berlaku di
wilayah-wilayah tertentu saja dan ada aturan yang berlaku secara umum
yang disebut sebagai hukum nasional.

Aturan mengenai nafkah istri pasca perceraian termuat di dalam
Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
Tahun 1984 yang berlaku secara nasional, dan Undang-Undang Keluarga
Islam Negeri Pulau Pinang Nomor 5 Tahun 2004 yang berlaku di Wilayah
Pulau Pinang. Menurut kedua aturan tersebut, hak-hak istri yang diperoleh
pasca perceraian dapat berupa hak nafkah iddah, madhiyyah, natkah anak,
nafkah mut'ah, nafkah hadhanah, maskan, kiswah. Lebih rinci,
pembahasan mengenai nafkah istri pasca perceraian termuat dalam Bab
V1, Pasal 60-72 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang
Nomor 5 Tahun 2004.

Hasil analisa penulis terhadap kedua putusan, sebagaimana yang
telah penulis jelaskan di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan
putusan mengacu pada landasan dasar yaitu aturan yang berlaku khusus
dan aturan yang berlaku umum. Disamping itu Majelis Hakim juga
mengacu pada al-Qur’an, hadith, kitab-kitab fiqih serta pendapat para
ulama.

Dalam hal hadhanah, ketika suami dan istri terjadi perselisihan
mengenai hak penjagaan anak, apabila umur anak lebih dari 9 tahun maka

Mahkamah akan menetapkan sebagaimana keinginan anak tersebut untuk



71

tinggal baik bersama ibu atau bapak kandungnya berdasarkan hukum
syara’ dan Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku, ibu ialah
seseorang yang di prioritaskan dalam hak penjagaan anak yang berusia 7
tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan sesuai dalam Seksyen
84 (1).

Jika membahas mengenai hak apa saja yang akan didapatkan
seorang istri ketika seorang suami akan menceraikannya. Di Indonesia
terdapat Kompilasi Hukum islam (KHI) yang mengatur mengenai hak-hak
tersebut, yang terdapat dalam pasal 149, 152, 157, 158, 159 dan pasal 160,
isi dari pasal-pasal tersebut merupakan hak istri untuk mendapatkan
nafkah iddah, mut’ah, maskan dan kiswah serta harta bersama. Untuk hak
hadhanah KHI mengaturnya dalam pasal 105 dan 156. Hal tersebut
berlaku baik jika perceraian itu dilakukan atas kehendak suami ataupun
istri.

Sedangkan di Malaysia ketika mantan suami tidak memenuhi
nafkah istri pasca perceraian akan di tindak oleh penuntut melalui
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) atau bisa disebut juga Family
Support Division (FSD) yang bertugas untuk mengatasi permasalahan
terkait nafkah iddah atau nafkah istri, dan nafkah anak yang berhak
mendapatkan keadilan.

Putusan terhadap hak istri pasca perceraian. Setelah perceraian
terjadi terdapat hak yang dapat dituntut istri kepada mantan suami
sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) di
Malaysia. Keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat
dalam KHI di Indonesia hanya bersifat tertulis ketika keputusan tersebut
dilanggar atau bahkan tidak dimaknai dengan kesadaran belum ada

konsekuensi atau sanksi yang diterima. Tetapi di Malaysia ketika hak-hak
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itu dilanggar atau tidak dipenuhi sebagaimana keputusan yang telah
ditetapkan maka dapat dituntut melalui Bahagian Sokongan Keluarga
(BSK) untuk mecapai suatu keadilan. Maka analisis penyusun dalam
persamaan antara KHI Indonesia dan EUUKI Malaysia, bahwa keduanya
mengatur mengenai hak-hak istri selepas perceraian, sedangkan
perbedaannya di Indonesia belum terdapat suatu departemen atau badan
yang menangani kasus pelanggaran dari mantan suami yang harus
memenuhi kewajibannya setelah perceraian kepada istri dan anaknya jika
ingin mendapatkan hak nya harus menempuh jalan eksekusi. Sedangkan
di Malaysia ketika melanggar kewajiban tersebut dapat dituntut dan
adanya sanksi dari departemen yang mengatur hal tersebut karena negara
ikut ambil peran dalam penyelesaian kasus terhadap pemenuhan hak

kepada istri dan anak.

2. Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya

Pada substansi pemabahasan ini, akan diterangkan secara
komprehensif dari sudut pandang penulis dalam menganalisa produk dari
Mahkamah Syar’iyah Pidie Jaya. Dalam konteks Indonesia, aturan
mengenai perceraian secara lex specialis termuat dalam Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga negara
indonesia baik muslim maupun non muslim. Sebagai upaya untuk
mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum
nasional. Pemerintah secara khusus mengeluarkan regulasi masalah
perkawinan bagi masyarakat muslim dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, Kompilasi Hukum Islam menganut
fikih Syafi'i. Sehingga dalam implementasinya Pengadilan Agama

maupun Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara merujuk pada
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Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam.

Meskipun demikian, Majelis Hakim dalam mempertibangkan
putusan juga mengacu dalam beberapa kitab figih klasik maupun
kontemporer. Namun, dapat digaris bawah Hakim Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah Indonesia yang menjadi dasar rujukannya
secara hukum Positif adalah UUP dan KHI.

Terhadap perkara perceraian di atas, secara konseptual aturan
mengenai nafkah tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, lebih rinci nafkah dijelaskan
lebih komprehensif dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Landasan
ini juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara
cerai talak ini.

Lebih lanjut, KHI melihat pelanggaran kewajiban yang
menyangkut pribadi tidaklah menjadi salah satu alasan perceraian. Hal ini
sejalan dengan putusan Nomor 106/Pdt.G/Ms.Mrd. Majelis Hakim
mempertimbanngkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang
berlaku yang mengacu pada aturan hukum positif Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan aturan
hukum Islam yakni al-Quran surat al-Rum ayat 21. Dalam proses
pembuktian di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan keterangan hal
ini demi tegaknya prinsip audi et alterm partem.

Majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan pendapat
Wahbah al-Zuhaily tentang perselisihan yang terjadi secara terus menerus,
diterangkan dalam kitab Al-Figh al-Islamy wa Adillatuh, Juz 7, halaman
527, yang artinya, "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan

perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemudharatan untuk
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mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi
neraka dan berncana”.

Majelis Hakim menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-
dalil syar’i tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar
manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu
sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan
cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga
sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih
sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena
sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sesuai pasal 149 KHI,
bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib
memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam
iddah, kecuali istri nusyuz. Dalam konteks permasalahan ini, istri tidak
terbukti nusyuz, dan sebab terjadi percekcokan secara terus menerus tidak
hanya disebabkan oleh satu pihak saja. Dalam memberikan pertimbangan
terhadap besaran nafkah anak, Majelis Hakim menetapkan besaran dengan
berlandaskan aspek keadilan, kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan
anak, serta mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak.

Dalam putusan ini, meskipun Penggugat (Rekonvensi) tidak
mengajukan permintaan mut'ah, namun Majelis Hakim menggunakan hak
ex officionya dengan menghukum penggugat untuk membayar natkah
berupa emas sejumlah 24 karat atau 1 (satu) mayam. Hal ini berlandaskan
Pasal 149 KHI, karena mut'ah sifatnya untuk menyenangkan hak istri,
tentunya dengan mengedepankan aspek keadilan sehingga tidak

memberatkan kedua belah pihak.
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D. Perbandingan Antara Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai
Tengah Dan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya

Dalam substansi pembahasan ini, penulis akan mendeskripsikan
persamaan dan perbedaan putusan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang
Perai Tengah dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu terkait

nafkah isteri selepas perceraian dalam tabel berikut ini :

NO PERSAMAAN PERBEDAAN

1. | Malaysia dan Indonesia sama- | Di Indonesia aturan mengenai
sama memiliki aturan yang | perkawinan di atur dalam Undang-
bersifat khusus dan berlaku di [ Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
wilayah-wilayah tertentu saja | menganut azas lex specialis dan
dan ada aturan yang berlaku | merupakan hukum yang berlaku
secara umum yang disebut | secara nasional, baik warga muslim
sebagai hukum nasional. maupun non muslim. Aturan
perkawinan  bagi ~ masyarakat
muslim juga diatur secara khusus
dalam Kompilasi Hukum Islam
yang secara keseluruhan menganut
fikih Syafii. Aceh khususnya
merupakan salah satu provinsi
istimewa, karena itu Aceh memiliki
aturan yang bersifat umum tetapi
hanya berlaku di Provinsi Aceh saja
kemudian disebut sebagai "Qanun".
Aturan perkawinan tidak secara

implisit tertuang dalam qanun,
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sehingga dalam pelaksanaannya
Hakim Mahkamah Syar'iyah di
Aceh cenderung menggunakan

KHI dalam memutus perkara.

Mahkamah Rendah Syar’iyah
Seberang Perai Tengah dengan
Mahkamah Syar'iyah Merdeu
dalam hal memutus perkara
keduanya  berdasarkan  al-
Quran, hadits dan sejumlah
kitab fikih baik klasik maupun

kontemporer.

Dalam  hal nafkah, hakim
Mahkamah Syari'iyah Meureudu
memutus perkara dari segi hukum
positif . yang cenderung pada
kompilasi hukum islam dimana
KHI secara konseptual lebih
dominan menganut figh syafi'i.
Sehingga dalam pelaksanaannya,
hakim dapat mengeluarkan putusan
yang sifatnya ultra  petita.
Mengenai hak apa saja yang akan
didapatkan seorang istri ketika
seorang suami akan
menceraikannya. Hakim
Mahkamah Syar'tyah Meureudu
mengutip dari Kompilasi Hukum
Islam  (KHI) yang mengatur
mengenai hak-hak tersebut, yang
terdapat dalam Pasal 149, 152,157,
158, 159 dan Pasal 160, yang
menjadi dasar dalam pertimbangan
putusan. Isi dari pasal-pasal

tersebut merupakan hak istri untuk
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mendapatkan nafkah  iddah,

mut’ah, maskan dan kiswah serta
harta bersama. Mengenai hak
hadhanah KHI mengaturnya dalam
pasal 105 dan 156. Hal tersebut
berlaku baik jika perceraian itu

dilakukan atas kehendak suami

ataupun istri.
Kedua lembaga ini, dalam | Sedangkan Hakim Mahkamah
mempertimbangkan  putusan | Rendah Syar'iyah Seberang Perai
tetap memganut aliran | Tengah dalam mempertimbangkan
positivisme dimana | putusan, mengacu pada dua aturan

menempatkan hakim sebagai
corong undang-undang dan
terikat oleh aturan hukum

positif.

hukum positif yang berlaku hanya
di wilayah Pulau Pinang Saja yaitu
Enakmen 5  Undang-Undang
Keluarga Islam (Negeri Pulau
Pinang) Tahun 2004 yang hanya
berlaku di wilayah tersebut saja.
Kemudian Akta Undang-Undang
Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang
berlaku

secara nasional. Dapat

dipahami bahwa, Malaysia

memiliki aturan yang bersifat
khusus dan hanya berlaku di
wilayah tersebut saja dan aturan

yang berlaku secara nasional,
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seperti halnya di Aceh yang

memiliki  Qanun yang hanya

berlaku di willayah itu saja.

Ketentuan hak nafkah yang

diperoleh isteri selepas
perceraian antara  kedua
lembaga sama. Istri dapat
menuntut hak atas nafkah
iddah, madhiyyah, mutah,
maskan -~ dan kiswah, serta

nafkah anak, dan hadhanah
pada suami. Kedua lembaga ini
sepakat bahwa kedurhakaan

seorang isteri menjadi sebab

gugurnya nafkah suami
terhadapnya. Kecuali atas
nafkah anak.

Pelanggaran terhadap kewajiban
suami atas pembebanan natkah
terhadapnya belum diatur secara
tegas dalam sejumlah regulasi
perkawinan di Indonesia khususnya
qanun Aceh. Sehingga tidak ada
sanksi yang tegas dalam hal itu.
Perlindungan dan kepastian hukum
menjadi

sepak terjang dalam

catatan regulasi perkawinan di
Indonesia yang belum menemukan
titik terang hingga saat ini. Berbeda
jauh dengan Indonesia, sedangkan
di Malaysia ketika mantan suami
tidak memenuhi nafkah istri pasca
perceraian akan di tindak oleh
penuntut melalui Bahagian
Sokongan Keluarga (BSK) atau
bisa disebut juga Family Support
Division (FSD) yang bertugas
untuk mengatasi permasalahan
terkait nafkah iddah atau nafkah
istri, dan nafkah anak yang berhak

mendapatkan keadilan. Putusan
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terhadap hak istri pasca perceraian.
Setelah perceraian terjadi terdapat
hak yang dapat dituntut istri kepada
bekas suami sebagaimana yang
telah diatur di dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) di Indonesia
dan Enakmen Undang-undang
Kelvarga Islam (EUUKI) di
Malaysia. Keputusan yang telah
ditetapkan = sebagaimana  yang
terdapat dalam KHI di Indonesia
hanya bersifat tertulis  ketika
keputusan tersebut dilanggar atau
bahkan tidak dimaknai dengan
kesadaran belum ada konsekuensi
atau sanksi yang diterima. Tetapi di
Malaysia  ketika hak-hak itu
dilanggar atau tidak dipenuhi
sebagaimana keputusan yang telah
ditetapkan maka dapat dituntut
melalui  Bahagian  Sokongan
Keluarga (BSK) untuk mecapai
suatu  keadilan. Maka analisis
penyusun dalam persamaan antara
KHI Indonesia dan EUUKI
Malaysia, bahwa keduanya

mengatur mengenai hak-hak istri
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selepas  perceraian,  sedangkan
perbedaannya di Indonesia belum
terdapat suatu departemen atau
badan yang menangani kasus
pelanggaran dari mantan suami
yang harus memenuhi
kewajibannya setelah perceraian
kepada istri dan anaknya jika ingin
mendapatkan hak nya harus
menempuh jalan eksekusi.
Sedangkan di Malaysia ketika
melanggar  kewajiban  tersebut
dapat dituntut dan adanya sanksi
dari departemen yang mengatur hal
tersebut karena negara ikut ambil
peran dalam penyelesaian kasus
terhadap pemenuhan hak kepada

istri dan anak.

Menurut hemat penulis, konsep perbandingan dapat dipahami dimana
ada dua konsep yang akan diperbandingkan. Untuk menemukan konsep-
konsep tersebut maka penulis menarik parameter dari segi persamaan dan
perbedaan agar terlihat secara jelas gambaran antara kedua putusan dari

lembaga-lembaga tersebut.
Dalam implementasinya hampir secara keseluruhan pengambilan

keputusan didasarkan atas dua aturan yang berbeda. Di Indonesia, Hakim

Mahkamah Syar'iyah akan menggunakan KHI sebagai rujukan pertimbangan
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putusan, dimana KHI merupakan aturan yang berlaku secara umum.
Sedangkan Hakim Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah
merujuk pada aturan yang berlaku secara khusus di wilayah Pulau Pinang saja,
regulasi yang berlaku di Wilayah Pulau Pinang tidak dapat dijadikan rujukan
oleh hakim lain yang berada diluar Wilayah tersebut. Kemudian, terhadap sifat
putusan juga berbeda dimana putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu
cenderung ultra petita sedangkan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang
Perai Tengah tidak demikian, Hakim menganut aliran positivisme dan
menentang hukum responsif. Maksudnya sifat Hakim Mahkamah Rendah
Syar'iyah Seberang Perai Tengah dalam pengambilan putusan yang sangat

terikat dengan hukum positi.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

bahwa:

1.

Dari uraian dan analisis penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

Nafkah menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dijelaskan
bahwa syarat bagi istri memperoleh nafkah ketika istri menyerahkan
dirinya secara penuh kepada suami. Jika keduanya terjadi perselisihan
dan mengakibatkan putusnya perkawinan maka istri dapat menuntut
hak nafkah atas dirinya baik berupa pemenuhan sandang, pangan
maupun papan, selama istri tidak nusyuz. Sedangkan menurut Ibnu
Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, kewajiban suami memberi natkah
kepada istri terhitung setelah terjadinya akad nikah. Akad nikah
merupakan sebab yang menjadikan suami istri memiliki ikatan yang
mengikat. Sehingga ikatan tersebut menyebabkan adanya hak dan
kewajiban suami dan istri seperti nafkah. Namun, Ibnu Hazm tidak
mengecualikan nusyuz istri sebagai penghalang istri mendapatkan
nafkah. Pembayaran nafkah istri juga didasarkan pada tidak adanya
ketentuan waktu dalam memberikan nafkah. Keadaan bercerai saja
masih harus dinafkahi apalagi masih dalam status ikatan pernikahan.
Sedangkan nusyuz masih tergolong dalam status pernikahan.

Dalam implementasinya, pelaksanaan nafkah dalam putusan
Mahkamah Syar’iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan
Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya, Majelis Hakim ternyata
mengenyampingkan pendapat Ibnu Hazm terkait diperbolehkannya

seorang istri memperoleh nafkah sekalipun ia dalam keadaan nusyuz.
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Sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni
dan pendapat fiqgth mazhab, Majelis Hakim dalam memberikan
pertimbangan hukum terhadap nafkah melakukan pengecualian
kepada istri yang nusyuz memberlakukan tidak gugur nafkah pada istri
nusyuz menurut Majelis Hakim merupakan tindakan penyimpangan

dari fiqih Islam, kecuali terhadap pemenuhan kepentingan anak.

B. Saran

Adapun kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran

berdasarkan keilmuan penulis yaitu sebagai berikut:

1.

Terhadap kesempurnaan penelitian ini, bagi peneliti berikutnya untuk
dapat meneliti relevansi pendapat Ibnu Hazm terhadap pemberlakuan
nafkah istri nusyuz serta perolehan harta bersama yang berpotensi
merusaknya asas kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kepada Majelis Hakim Mahkamah Rendah Syar’iyah Dun Seberang
Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie
Jaya terkait nafkah diharapkan untuk dapat melihat aspek keadilan dan
kepastian hukum seluas-luasnya baik kepada istri maupun suami. Dan
bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah maupun Pengadilan Agama
di Indonesia sebaiknya untuk dapat memberikan sanksi yang tegas
bagi suami apabila tidak menjalankan putusan Pengadilan terhadap
pemenuhan nafkah kepada istri, seperti halnya penerapan di Negara
Malaysia berupa sanksi pidana penjara. Sehingga ini juga dapat
menjadi tolak ukur bagi pemerintah Indonesia terhadap lemahnya

pengegakan aturan hukum tentang perkawinan.
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